BAB V
ASURANSI SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN DALAM RANGKA

MEWUJUDKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

. Analisis Keberadaan Disharmoni Ketentuan Mengenai Asuransi Sosial
bagi Pekerja Rentan (Vulnerable Employment) yang Dapat Menimbulkan
Dampak Terhadap Perlindungan Asuransi Sosial bagi Pekerja Rentan

Beralih dari rangkaian kajian pustaka yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya, di dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dari bab-
bab terdahulu itu beserta analisis terhadap inti permasalahan penelitian.
Namun, perlu dikemukakan kembali terlebih dahulu terkait sejumlah hal,
antara lain, mengenai apa itu asuransi sosial dan perbedaannya dengan
asuransi komersial; bagaimana hubungan asuransi sosial dengan jaminan
sosial; apa perbedaan jaminan sosial dalam Undang-Undang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial; apa yang
dimaksud sebagai pekerja rentan atau bagaimana kriteria pekerja rentan itu;
dan mengapa asuransi sosial pekerja rentan menjadi permasalahan dalam
penelitian ini.

Pertama-tama, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam literatur
hukum asuransi, asuransi digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, yang
salah satunya ialah berdasarkan tujuan operasionalnya. Berdasarkan

tujuannya, asuransi terdiri dari asuransi komersial dan asuransi sosial, dan dari
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kedua jenis asuransi tersebut, dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, di mana
asuransi komersial bersifat sukarela (voluntary), dan asuransi sosial bersifat
wajib (compulsory). Asuransi komersial yang dikenal dalam bidang hukum
perdata, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perasuransian dan
Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), adalah suatu
perjanjian antara dua pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung. Berdasarkan
ketentuan tersebut diketahui, perjanjian asuransi yang menganut asas
kesepakatan, akan melahirkan hak dan kewajiban para pihak (Penanggung dan
Tertanggung). Hak dan kewajiban tersebut yaitu bahwa Tertanggung akan
memberikan sejumlah premi (sejumlah uang yang harus dibayarkan
berdasarkan kesepakatan) kepada Penanggung, di mana sebagai kontra
prestasinya, Penanggung akan memberikan sejumlah ganti kerugian (atau jika
dalam asuransi jiwa, dinamakan santunan) bilamana Tertanggung mengalami
risiko-risiko yang diasuransikan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Angka 1
Undang-Undang Perasuransian, pihak yang menyelenggarakan asuransi adalah
perusahaan asuransi (baik swasta maupun BUMN). Oleh karena dijalankan
oleh suatu badan usaha, maka asuransi komersial bertujuan untuk mencari
keuntungan (profit-oriented), dan keikutsertaan masyarakat ke dalam
perjanjian asuransi bersifat sukarela (voluntary), layaknya perjanjian lain di
bidang hukum perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Di sisi lain, apa yang dimaksud asuransi sosial itu sendiri dapat

ditemukan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
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Nasional, yang menyatakan bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme
pengumpulan dana (iuran) yang bersifat wajib. Sebagai sebuah mekanisme
pengumpulan dana wajib, asuransi sosial mendasari bagaimana pemberian
jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan dan Jaminan
Ketenagakerjaan kepada seluruh rakyat (butir menimbang huruf a dan b jo.
Pasal 1 Angka 1, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 43 Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Dengan kata lain, karena asuransi
sosial ditujukan untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat,
maka asuransi sosial bersifat wajib atau sebuah keharusan. Selain itu, karena
tujuan atau fungsi asuransi sosial adalah sebagai cara pemberian jaminan
sosial kepada masyarakat, asuransi sosial tidak dapat disamakan dengan
asuransi komersial di ranah perdata yang berdasarkan atas perjanjian,
melainkan berada di ranah hukum publik yang hubungan hukumnya dibangun
atas dasar undang-undang.

Asuransi sosial, sebagai suatu mekanisme pelaksanaan jaminan sosial,
memiliki unsur-unsur dari suatu asuransi, meskipun terdapat perbedaan
dengan unsur-unsur asuransi komersial. Perbedaan tersebut, dapat dipahami

melalui tabel berikut:



Tabel 5.1
Uji Unsur Asuransi Sosial dengan Kriteria Asuransi, serta Perbedaannya
dengan Asuransi Komersial
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No. Kriteria Unsur Asuransi Unsur Asuransi Kriteria
Asuransi Komersial Sosial Terpenuhi
1. Pihak Perusahaan BPJS Kesehatan N
Penanggung | Asuransi  (badan | dan
usaha Ketenagakerjaan
swasta/BUMN/ (badan hukum
koperasi) publik, dibentuk
berdasarkan UU
24/2011)

2. Pihak Pemegang Polis Peserta (individu N
Tertanggung yang mendaftar)

3. Kewajiban Premi (ditetapkan | luran wajib N
yang atas dasar | (ditetapkan oleh
dibayarkan perjanjian) peraturan
Tertanggung perundang-

undangan)

4. Objek Asuransi  Umum | Jaminan N

Asuransi/ (Benda) dan | Kesehatan,
Risiko yang Asuransi Jiwa Kecelakaan Kerja,
Dialihkan Kematian, Hari

Tua, Pensiun,
Kehilangan
Pekerjaan (Pasal
18 UU SJSN)

5. Hak yang | Manfaat  berupa | Manfaat  sesuai N
diterima ganti kerugian atau | program jaminan
Tertanggung/ | santunan sosial yang diikuti
Kewajiban berdasarkan (ditetapkan  oleh
Penanggung perjanjian peraturan

perundang-
undangan)

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
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Tabel 5.1 di atas menguji apakah asuransi sosial juga memenuhi Kriteria suatu
asuransi. Adapun dari tabel tersebut terlihat bahwa asuransi sosial memenuhi
seluruh kriteria asuransi, antara lain:

1. Tertanggung: dalam asuransi sosial juga terdapat para pihak yang
ditanggung. Apabila dalam asuransi komersial, Tertanggung
merupakan pemegang polis (pihak yang terlibat dalam perjanjian
asuransi), maka di dalam asuransi sosial, pihak yang tertanggung
jalah Peserta (yaitu Masyarakat yang mendaftar) yang
keikutsertaannya bukan berdasarkan perjanjian, melainkan
diwajibkan oleh undang-undang;

2. Penanggung: di dalam asuransi sosial juga terdapat pihak yang
menanggung. Apabila dalam asuransi  komersial, pihak
Penanggung merupakan perusahaan asuransi, maka di dalam
asuransi sosial pihak yang menjadi penanggung bukan suatu badan
usaha, melainkan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan
undang-undang. Adapun di Indonesia, badan hukum publik
tersebut ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3. Kewajiban Tertanggung: pada asuransi komersial, pihak
Tertanggung harus membayar sejumlah uang yang ditetapkan

berdasarkan kesepakatan, yang dinamakan Premi. Namun, dalam
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asuransi sosial, Peserta membayar sejumlah uang yang jumlahnya
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana
hal ini dinamakan luran. Berdasarkan Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, iuran wajib dibayarkan oleh Peserta (dari
persentase upah atau dari nominal tertentu yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan), tetapi bagi Peserta yang tidak
mampu membayar luran seperti fakir miskin, pembayaran iuran
ditanggung oleh Pemerintah (Pasal 9 dan 10 Undang-Undang
Kesejahteraan Sosial);

. Objek Asuransi: di dalam asuransi komersial, risiko yang
ditanggung atau objek yang diasuransikan terdiri dari benda (yang
dapat dinilai dengan uang) dan jiwa (yang tidak dapat dinilai
dengan uang). Dalam asuransi komersial, risiko yang ditanggung
akan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan perjanjian asuransi.
Sementara, di dalam asuransi sosial juga ada risiko yang
diasuransikan, namun bukan berdasarkan perjanjian, melainkan
ditetapkan oleh undang-undang. Risiko yang dijaminkan dalam
asuransi sosial ialah menyangkut Kesehatan, Kecelakaan Kerja,
Kematian, Hari Tua, Pensiun, dan Kehilangan Pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan diatur dengan lebih rinci di dalam

berbagai Peraturan Pemerintah;
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5. Manfaat: adapun di dalam asuransi komersial, Manfaat yang
diberikan oleh Penanggung sebagai penggantian terhadap kerugian
yang diderita Tertanggung, atau berupa santunan dalam asuransi
jiwa, jumlahnya ditetapkan berdasarkan Perjanjian. Sementara,
dalam asuransi sosial, Manfaat yang diberikan kepada Peserta
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana
Manfaat tersebut disesuaikan dengan program jaminan sosial yang
diikuti. Sebagai contoh, dalam Jaminan Kecelakaan Kerja, Manfaat
yang diperoleh Peserta telah ditetapkan dalam Pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, antara
lain berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan
berupa uang, dan sebagainya.

Dengan demikian, asuransi sosial juga merupakan asuransi karena
kriteria asuransi telah terpenuhi, namun tidak sama seperti asuransi komersial
yang didasarkan atas perjanjian asuransi, melainkan didasarkan atas peraturan
perundang-undangan. Dalam asuransi sosial, Peserta yang berkedudukan
sebagai pihak Tertanggung, akan membayarkan sejumlah luran (yang
besarannya ditetapkan peraturan perundang-undangan), kepada BPJS yang
berkedudukan sebagai Penanggung. Selanjutnya, apabila Peserta mengalami

risiko tertentu sesuai program jaminan sosial yang diikuti, maka BPJS akan
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memberikan Manfaat kepada Peserta, di mana Manfaat yang diberikan juga
telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan asuransi komersial, pada asuransi sosial
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh suatu badan hukum publik yang tidak
mencari keuntungan dan tidak didasarkan pada perhitungan untung-rugi. Jadi,
BPJS bukan merupakan perusahaan yang mencari keuntungan untuk
digunakan bagi kepentingan BPJS itu sendiri, melainkan badan hukum publik,
yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 7
Ayat (2) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebagai
suatu badan publik yang dibentuk undang-undang dan ditugaskan mengelola
dana jaminan sosial, BPJS menganut prinsip nirlaba dan dana amanat (Pasal 4
Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Adapun berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, prinsip nirlaba bermakna bahwa dana jaminan sosial tidak
dimaksudkan untuk mencari laba, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan
jaminan sosial ialah memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Demikian halnya prinsip dana amanat, berdasarkan Penjelasan Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, prinsip dana amanat berarti bahwa
dana jaminan sosial yang terkumpul dari iuran peserta merupakan
amanat/titipan kepada BPJS untuk dikelola dan dioptimalisasi, sehingga hasil

pengembangannya (dividen), surplus anggaran, dana hibah, dan seluruh



183

anggaran harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Peserta.'*
Konkretisasi dari pemanfaatan hasil pengembangan dana jaminan sosial untuk
kesejahteraan Peserta, antara lain misalnya dalam bentuk Manfaat Jaminan
Hari Tua dan Manfaat Jaminan Pensiun, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
22 PP 46/2015 Tentang JHT dan Pasal 24 PP 45/2015 Tentang JP, di mana
terdiri dari akumulasi luran yang telah dibayarkan beserta hasil pengembangan
luran tersebut. Selain itu, juga diberikan dalam wujud perluasan dan
peningkatan kualitas dari pelayanan atau Manfaat yang diberikan kepada
Peserta, sebagai contoh dalam Pasal 25 PP 44/2015 Tentang JKK dan JKM
sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 82/2019 Tentang Perubahan
Atas PP 44/2015 Tentang JKK dan JKM, di mana dalam perubahan tersebut
telah ditambahkan beberapa bentuk baru Manfaat/layanan kepada Peserta
yang mengalami Kecelakaan Kerja. Demikian pula diwujudkan dengan
besaran santunan JKK yang semakin meningkat berdasarkan perbandingan
antara Lampiran 111 PP 82/2019 dengan Lampiran 111 PP 44/2015; dan besaran
santunan JKM yang meningkat berdasarkan perbandingan Pasal 34 PP
44/2015 Tentang JKK dan JKM dengan perubahannya dalam PP 82/2019

Tentang Perubahan Atas PP 44/2015 Tentang JKK dan JKM.

159 pengaturan lebih rinci mengenai Dana Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
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Selain prinsip nirlaba dan dana amanat, ada pula prinsip penting yang
menjadi pembeda antara asuransi sosial dengan asuransi komersial yaitu
prinsip wajib. Dalam asuransi sosial, seluruh masyarakat diwajibkan untuk
menjadi Peserta asuransi sosial, terlepas dari apakah Peserta tersebut
membutuhkan jaminan sosial atau tidak. Jadi, asuransi sosial sama sekali tidak
memiliki aspek bisnis dan bukan didasarkan pada perhitungan untung-rugi,
melainkan murni beraspek sosial, dalam rangka implementasi tanggung jawab
negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan
alinea keempat UUD 1945. Sifat wajib dalam asuransi sosial didasarkan pada
prinsip kepesertaan bersifat wajib dan prinsip kegotong-royongan (Pasal 4
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Prinsip kepesertaan
bersifat wajib asuransi sosial menurut Penjelasan Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial, ditujukan agar seluruh rakyat menjadi Peserta, dan agar
masyarakat tidak bisa menghindar untuk mendaftar kepesertaan asuransi
sosial, sehingga tujuan jaminan sosial bisa tercapai yaitu melindungi seluruh
rakyat. Kepesertaan bersifat wajib ini juga berkaitan dengan pelaksanakan
prinsip gotong royong dalam asuransi sosial. Menurut Penjelasan Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, prinsip gotong royong berarti bahwa
Peserta yang mampu (yang tidak menggunakan Manfaat jaminan sosial namun
tetap membayar luran wajib), akan membantu Peserta yang kurang mampu
dan Peserta yang lebih membutuhkan Manfaat jaminan sosial. Oleh karena

dana jaminan sosial yang diperlukan sangat besar, asuransi sosial harus
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diwajibkan bagi seluruh rakyat agar seluruh rakyat berpartisipasi menolong
satu sama lain dengan himpunan iuran yang dibayarkannya. Dengan demikian,
dengan berlandaskan prinsip gotong royong dan prinsip kepesertaan bersifat
wajib, asuransi sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Untuk menjadi peserta asuransi sosial, perlu dilakukan dengan cara
mendaftarkan diri kepada BPJS dan membayar iuran. Pada jaminan
ketenagakerjaan, yang diwajibkan untuk mendaftar hanyalah masyarakat yang
merupakan pekerja saja. Seluruh pekerja wajib untuk mendaftarkan diri ke
dalam jenis-jenis jaminan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan wajib membayar iuran yang telah
ditetapkan.'®® Adapun, dikarenakan ada pekerja yang bekerja di sektor formal
dan pekerja di sektor informal, maka mekanisme asuransi sosialnya pun juga
dibedakan. Pekerja sektor formal melakukan pendaftaran dan pembayaran
iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis dengan cara didaftarkan
dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja (biasanya melalui pemotongan upah/gaji).
Sementara, pekerja sektor informal melakukan pendaftaran dan pembayaran

iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui wadah atau kelompok tertentu

160 Kewajiban pekerja untuk mengikuti Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan dengan penahapan,
yang diatur dengan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
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yang dibentuk secara khusus untuk mengorganisir pembayaran iurannya.®!

Namun, ada pula pekerja mandiri yang tidak memiliki wadah atau kelompok
tertentu, sehingga apabila hendak mendaftar kepada BPJS, harus melakukan
pendaftaran dan pembayaran iuran secara mandiri.

Disadari pula, meskipun di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan
Sosial Nasional telah diatur bahwa asuransi sosial bersifat wajib, akan tetapi
pada kenyataannya masih banyak pekerja yang tidak mampu membayar iuran
karena memperoleh penghasilan yang sangat minim. Padahal, seharusnya
seluruh masyarakat wajib ikut dalam asuransi sosial agar dapat memperoleh
manfaat jaminan sosial. Jadi, sebenarnya dalam hal ini Undang-Undang
Sistem Jaminan Sosial lebih banyak mengatur asuransi sosial bagi pekerja
yang mampu membayar iuran.

Jika demikian, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana dengan pekerja
yang tidak mampu membayar iuran. Terdapat suatu ketentuan dalam Pasal 9
dan Pasal 10 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, bahwa untuk jaminan
sosial bagi fakir miskin, iurannya akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui
pemberian bantuan iuran. Adapun skema asuransi sosial dalam Undang-
Undang Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin, juga tetap merupakan asuransi
sosial dan memenuhi prinsip-prinsip asuransi, hanya saja yang

membedakannya ialah bahwa iuran Peserta ditanggung oleh Pemerintah.

161 | jhat Pasal 3 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua.
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Namun, terlebih dahulu perlu dikaji apakah “pekerja rentan” termasuk ke
dalam kelompok fakir miskin yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh
Pemerintah berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab terdahulu, apa yang dimaksud
pekerja rentan hingga saat ini belum terdapat definisinya dalam peraturan
tingkat pusat, dan masih tersebar dalam berbagai produk hukum daerah. Oleh
karena itu, perlu dirangkum terlebih dahulu unsur-unsur dari pekerja rentan
dan dilihat perbandingannya dengan unsur-unsur fakir miskin yang dimaksud
dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Perbandingan tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2

Perbandingan Unsur/Kualifikasi Pekerja Rentan dan Unsur/Kualifikasi
Fakir Miskin dari Beberapa Peraturan Perundang-undangan

No. | Unsur/Kualifikasi Pekerja Unsur/Kualifikasi Fakir Miskin

Rentan (Beberapa Produk
Hukum Daerah)

(Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin)

1. | Kondisi kerja jauh dari nilai

e Sama sekali tidak mempunyai

standar sumber mata pencaharian; atau
e Mempunyai sumber mata
pencaharian
2. | Memiliki risiko kerja yang | Tidak mempunyai  kemampuan
tinggi memenuhi  kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya
dan/atau keluarganya
3. | Berpenghasilan sangat minim | Tidak mampu membayar iuran

asuransi sosial

4. | Rentan terhadap  gejolak
ekonomi
5. | Tingkat kesejahteraan  di

bawah rata-rata

6. Memerlukan keterlibatan
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Pemerintah  Daerah  dan
Pelaku Usaha untuk
mendapatkan  perlindungan
jaminan sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
Dari Tabel 5.2, diketahui bahwa fakir miskin bisa terdiri dari dua kelompok,
yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan orang yang
mempunyai penghasilan, di mana tidak mempunyai kemampuan memenubhi
kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Ketidakmampuan
fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, tentu harus
dikaitkan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh. Bagi kelompok yang
tidak memiliki sumber mata pencaharian (nihil penghasilan) tentu sudah jelas
bahwa kelompok ini bukan termasuk pekerja. Namun, bagi kelompok yang
memiliki sumber mata pencaharian, tetapi tetap tidak mampu memenubhi
kebutuhan dasar hidup layak, bisa disimpulkan bahwa kelompok ini memiliki
penghasilan yang sangat minim. Sementara, dari Tabel 5.2 diketahui pula
bahwa pekerja rentan tetap merupakan pekerja, atau dengan kata lain pekerja
rentan memiliki penghasilan/sumber mata pencaharian, yang kondisi
pekerjaannya berisiko tinggi dan jauh dari standar. Pekerja rentan juga
memiliki kualifikasi yaitu berpenghasilan sangat minim, sehingga hal ini
menyebabkan pekerja tersebut rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat
kesejahteraan di bawah rata-rata.

Jadi, terdapat titik kesamaan antara kualifikasi pekerja rentan dan fakir

miskin, yaitu sama-sama berpenghasilan sangat minim, sehingga rentan
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terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata.
Titik kesamaan lainnya yaitu bahwa pekerjaan kelompok fakir miskin yang
menghasilkan pendapatan yang sangat minim, juga secara logis berarti
pekerjaan tersebut jauh dari nilai standar ketenagakerjaan pada umumnya dan
tidak mampu membayar iuran asuransi sosial. Dengan demikian, juga sama-
sama membutuhkan bantuan dari Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk
mendapatkan jaminan sosial. Berdasarkan titik kesamaan tersebut, setidaknya
diketahui yang dimaksud pekerja rentan ialah pekerja sektor informal yang
keadaan pekerjaannya membuat pekerja tersebut tidak mampu mendapatkan
perlindungan jaminan sosial karena berpenghasilan sangat minim. Dengan
demikian, keenam unsur pekerja rentan dapat ditemukan dalam kelompok
fakir miskin (yang memiliki mata pencaharian), dan oleh karena terdapat
kesamaan antara unsur-unsur pekerja rentan dengan fakir miskin (yang
memiliki mata pencaharian), maka pekerja rentan juga bisa termasuk ke dalam
kelompok masyarakat yang diberikan bantuan iuran asuransi sosial oleh
Pemerintah berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Dari antara kelima jenis jaminan ketenagakerjaan dalam Pasal 18
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, dua program jaminan sosial yang ditanggung oleh
Pemerintah untuk pekerja rentan, antara lain hanya Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Presiden
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Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan
Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253, hanya
kedua jenis jaminan sosial tersebut yang diwajibkan bagi Pekerja Bukan
Penerima Upah. Hal ini disebabkan karena tidak semua pekerja mampu
membayar sendiri iurannya, sehingga diwajibkan secara bertahap. Selain itu,
kemampuan keuangan negara bersifat terbatas untuk menanggung seluruh
jenis program bagi pekerja rentan. Oleh karena itu, Jaminan Hari Tua dan
Jaminan Pensiun masih bersifat sukarela, sementara Jaminan Kehilangan
Pekerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja sektor formal/Pekerja Penerima
Upah (berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47).

Adapun karena iuran pekerja rentan ditanggung oleh Pemerintah, maka
setidak-tidaknya dapat disimpulkan bahwa besaran iuran yang ditanggung
akan mengikuti ketentuan nominal iuran terkecil bagi Peserta Bukan Penerima
Upah. Hal ini termuat dalam Lampiran Il PP 44/2015 Tentang JKK dan JKM,
yang menunjukkan nominal iuran terkecil menurut jumlah penghasilan ialah
sebesar sepuluh ribu rupiah. Sementara, iuran JKM bagi Peserta Bukan
Penerima Upah berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) PP 44/2015 Tentang JKK dan
JKM, adalah sebesar enam ribu delapan ratus rupiah. Perlu diketahui pula,
meskipun besaran iuran JKK dan JKM bisa berbeda besaran antar Peserta,

tetapi manfaat yang diterima oleh Peserta (baik yang ditanggung Pemerintah
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maupun yang membayar sendiri), tetaplah sama/tidak dibedakan kelasnya. Hal
tersebut tercermin dari Pasal 25 dan Pasal 34 jo. Lampiran Il PP 44/2015
Tentang JKK dan JKM yang menetapkan Manfaat untuk JKK dan JKM secara
sama rata. Manfaat program JKK berdasarkan Pasal 25 PP 44/2015, beberapa
di antaranya ialah pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan
berupa uang, dan beasiswa pendidikan anak. Adapun Manfaat program JKM
berdasarkan Pasal 34 PP 44/2015 antara lain santunan sekaligus dan berkala,
biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak.

Tidak dibedakannya perolehan bentuk Manfaat untuk Peserta yang
ditanggung Pemerintah dan Peserta yang mampu membayar sendiri, serta
antara Peserta yang membayar dengan nominal lebih besar daripada yang
lebih kecil, dilatarbelakangi oleh alasan bahwa asuransi sosial tidak menganut
perhitungan matematis/untung-rugi, melainkan asuransi sosial menganut
prinsip gotong royong dan prinsip ekuitas (berdasarkan Pasal 4 Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Hanya saja, meskipun bentuk
manfaatnya sama, namun perolehan besaran manfaat akan berbeda,
tergantung dari besaran akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya.
Kebalikan dari perhitungan untung-rugi, dalam prinsip gotong royong, Peserta
yang mampu akan membantu Peserta yang tidak mampu membayar iuran.
Dana iuran yang dibayarkan oleh Peserta yang mampu membayar sendiri,
akan dikelola oleh BPJS dan digunakan bagi Peserta lain yang tidak mampu,

yang membutuhkan klaim jaminan sosial. Jika kembali kepada tujuan dari
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asuransi sosial, yaitu hendak melindungi seluruh rakyat, maka Manfaat yang
diperoleh Peserta bukan tergantung pada kemampuan membayar iuran atau
kemampuan memberikan kontribusi, tetapi titik beratnya ialah kesejahteraan
Peserta. Kesamaan pelayanan antar peserta, terlepas dari besaran iuran yang
diberikan, sesuai pula dengan amanat prinsip ekuitas dalam Penjelasan Pasal
19 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Namun demikian, meskipun asuransi sosial secara umum sudah diatur
dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang
Kesejahteraan Sosial, demikian pula sudah ada ketentuan yang memberikan
hak kepada kelompok pekerja rentan untuk menerima bantuan iuran dari
Pemerintah, tetapi pada tataran peraturan pelaksananya masih belum diatur,
khususnya mengenai asuransi sosial bagi pekerja rentan. Adanya
ketidakpastian hukum ini tentunya perlu dibenahi, agar norma hukum bisa
memberikan kesejahteraan kepada pekerja rentan. Pada saat ini, untuk pekerja
(baik informal maupun formal) yang mampu secara independen membayar
iuran asuransi sosial, sudah memiliki pengaturan yang jelas di dalam peraturan
tingkat pusat, seperti dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagai
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Sementara, untuk pekerja rentan belum memiliki pengaturan teknis di tingkat

pusat.
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Perlu diketahui, hingga saat ini hanya terdapat peraturan mengenai
bantuan iuran asuransi sosial untuk program Jaminan Kesehatan, yang mana
hal ini berbeda dengan Jaminan Ketenagakerjaan.'®> Sementara, bantuan iuran
asuransi sosial untuk program Jaminan Ketenagakerjaan belum terdapat
peraturan pelaksananya di tingkat pusat. Padahal, pekerja rentan memerlukan
kepastian perlindungan asuransi sosial agar bisa memperoleh Jaminan
Ketenagakerjaan, bukan hanya Jaminan Kesehatan. Adanya kekosongan
peraturan pada tingkat pusat, menyebabkan peraturan di bawahnya tidak
memiliki acuan yang jelas, dan terjadi ketidaksinkronan antar peraturan
tingkat daerah. Pengaturan yang tidak seragam mengenai asuransi sosial
pekerja rentan di banyak daerah, menimbulkan gap atau ketimpangan
pengaturan antar daerah itu sendiri.

Setiap pekerja membutuhkan bantalan ekonomi (safety net) untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun demikian, terdapat
kelompok masyarakat yang rentan mengalami risiko sosial sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan dasar. Bercermin dari teori risiko sosial,
dikemukakan bahwa kelompok yang mengalami risiko sosial yang paling
tinggi adalah kelompok miskin yang kondisinya tua, atau mengalami sakit,

tidak memiliki penghasilan, atau bekerja namun penghasilannya sangat

162 pengaturan lebih rinci mengenai Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan.
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minim.’®®  Kelompok masyarakat seperti ini tidak mampu memenuhi
kesejahteraan mereka sendiri, akibat nihilnya penghasilan dan/atau
ketidakberdayaan untuk bekerja. Oleh sebab itu, diperlukan suatu instrumen
yang digunakan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat tersebut juga
dapat memenuhi kesejahteraan sosial. Risiko sosial yang dialami pekerja
rentan seperti ini, perlu dikaji dari segi norma, sehubungan dengan apakah
risiko sosial tersebut dapat diminimalisasi, salah satunya melalui norma
asuransi sosial.

Dengan demikian, tanpa mengecualikan kelompok pekerja lainnya,
kelompok pekerja rentan memerlukan perlindungan asuransi sosial guna
menyokong siklus kehidupannya. Perlindungan asuransi sosial itu perlu
diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian.
Berangkat dari urgensi tersebut, berikut akan dipaparkan hasil penelitian dan
analisis mengenai disharmoni seperti apa yang terdapat pada ketentuan
mengenai asuransi sosial bagi pekerja rentan, hingga disharmoni tersebut
dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi
pekerja rentan. Terhadap rumusan permasalahan pertama ini, asumsi yang
dikemukakan ialah bahwa memang terdapat disharmoni ketentuan asuransi
sosial pekerja rentan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap

perlindungan asuransi sosial bagi subjek norma tersebut, yaitu terdapat pada

183 Robert Holzmann dan Steen Jorgensen, “Social Risk Management: A New Conceptual
Framework for Social Protection”, International Tax and Public Finance 8, Februari 2021,
him. 532-535.
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berbagai produk hukum daerah. Terkesan pula dengan adanya disharmoni
tersebut, implikasi yang mungkin timbul antara lain tidak dapat terlaksananya
amanat UUD 1945 beserta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun
1948 dan Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya yaitu menjamin hak setiap orang atas asuransi sosial, termasuk namun
tidak terbatas melalui sarana sistem hukum jaminan sosial yang memadai
sebagai pintu gerbang pemenuhan hak tersebut. Guna menguji hal tersebut,
perlu diuraikan data hasil penelitian antara produk-produk hukum daerah di

Indonesia yang mengatur perihal asuransi sosial bagi pekerja rentan.

1. Ketentuan Kategorisasi dan Kualifikasi Pekerja Rentan
a. Ketentuan Kategorisasi Pekerja Rentan
Data pertama yang akan ditampilkan ialah ketentuan
kategorisasi dan kualifikasi pekerja rentan. Pertama-tama akan
diuraikan data yang menunjukkan pengelompokan atau kategorisasi
pekerja rentan dan kualifikasi pekerja rentan menurut beberapa produk

hukum daerah yang masih berlaku, antara lain:

Pertama, menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Bupati Mamasa Nomor
14 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah
Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi Dan/Atau Sumber

Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat, disebutkan bahwa:
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“Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi
kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang
tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan
penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi
serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. ”

Dari pasal tersebut setidaknya diketahui tiga hal berikut. Hal yang
pertama, pekerja rentan dikategorikan ke dalam pekerja yang berasal
dari kelompok pekerja sektor informal. Apa yang disebut sebagai
pekerja sektor informal, merujuk kepada pekerja yang tidak terikat
pada syarat-syarat formal, tidak berada dalam suatu hubungan kerja,
atau bekerja secara mandiri.

Hal kedua yang diketahui dari ketentuan tersebut ialah, dalam
terminologi yang digunakan dalam peraturan jaminan sosial, pekerja
sektor informal disebut juga sebagai “pekerja Bukan Penerima Upah”.
Pengertian pekerja Bukan Penerima Upah dapat ditafsirkan secara
sistematis terhadap Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua yang mendefinisikan pekerja Bukan
Penerima Upah yang menyatakan:

“Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan

yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk
memperoleh penghasilan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa pekerja Bukan

Penerima Upah merupakan orang perorangan yang melakukan
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kegiatan usaha mandiri. Pengertian ini sama dengan pengertian pekerja
sektor informal yang merupakan pekerja mandiri serta menerima
penghasilan non upah (berupa laba/keuntungan). Dengan demikian,
dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja rentan berasal
dari kategori pekerja yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri.
Hal ketiga yang diketahui dari ketentuan tersebut yaitu mengenai
kualifikasi pekerja rentan, di mana menurut pasal tersebut, pekerja
rentan berkualifikasi antara lain memiliki kondisi kerja yang jauh dari
standar, risiko kerja tinggi, penghasilan sangat minim, rentan terhadap
gejolak ekonomi, dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

Kedua, menurut Pasal 1 Angka 14 Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial
Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E, disebutkan bahwa:

“Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi

kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang

tinggi serta berpenghasilan sangat minim.” .
Ketentuan pasal tersebut menunjukkan hal yang serupa dengan
ketentuan pasal yang dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa pekerja
rentan berasal dari kelompok pekerja sektor informal dengan

kualifikasi tertentu. Kualifikasi pekerja rentan yang dimaksud dari
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peraturan gubernur ini antara lain berupa kondisi kerja yang jauh dari
standar, risiko kerja tinggi, dan penghasilan sangat minim.

Ketiga, berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berita Daerah Kota Depok Tahun
2020 Nomor 71, dinyatakan:

“Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal dengan

penghasilan sangat minim yang hanya mampu memenuhi

kebutuhan harian sehingga tidak memiliki kemampuan untuk
mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan
keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha untuk

membantu pekerja rentan mendapatkan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan.”

Dari pasal ini, diketahui bahwa pekerja rentan dikelompokkan ke
dalam pekerja sektor informal. Selain itu, diketahui pula mengenai
kualifikasi pekerja rentan menurut peraturan ini, yakni sebagai berikut:
berpenghasilan sangat minim sehingga hanya mampu memenubhi
kebutuhan harian, dan tidak memiliki kemampuan mendapatkan
jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga perlu bantuan dari pemerintah
daerah dan pelaku usaha. Mengenai ketentuan kualifikasi pekerja
rentan yang termuat di dalam pasal ini agak berbeda dengan kedua
ketentuan pada dua peraturan sebelumnya. Kualifikasi pekerja rentan
menurut Pasal 1 Angka 17 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan memasukkan frasa “hanya mampu memenuhi
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kebutuhan harian”, dan “tidak berkemampuan mendapatkan jaminan
sosial ketenagakerjaan sehingga memerlukan keterlibatan pemerintah
daerah dan pelaku usaha”, di mana kedua frasa ini tidak terdapat pada
dua peraturan yang dipaparkan sebelumnya.

Keempat, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Wali Kota
Tegal Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Kepesertaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Program Masyarakat
Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan, disebutkan
bahwa:

“Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang

memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari serta memiliki risiko kerja

tinggi.”
Dalam peraturan yang disebutkan keempat ini, diketahui pekerja rentan
dikelompokkan ke dalam pekerja sektor informal, di mana
pengelompokan ini sama dengan tiga peraturan yang sudah disebutkan
sebelumnya. Namun, dalam peraturan ini juga terdapat sedikit
perbedaan dengan peraturan-peraturan sebelumnya mengenai
kualifikasi pekerja rentan. Kualifikasi pekerja rentan menurut
ketentuan tersebut antara lain “penghasilan yang hanya cukup untuk
kebutuhan harian”, dan “risiko kerja tinggi” saja, sementara tidak
terdapat kualifikasi lainnya yang termuat di dalam peraturan-peraturan
sebelumnya, seperti: kondisi kerja jauh dari standar; rentan gejolak

ekonomi; tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata; serta memerlukan
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keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kelima, menurut Pasal 1 Angka 18 Peraturan Bupati Demak
Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Di Kabupaten Demak, dikatakan bahwa:

“Pekerja Rentan adalah pekerja yang rentan terhadap gejolak
ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.”

Dari ketentuan ini, diketahui bahwa pekerja rentan dikelompokkan ke
dalam golongan “pekerja” yang rentan, dengan kualifikasi rentan
terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
Pilihan kata yang digunakan dalam ketentuan ini berbeda dengan
ketentuan pada empat peraturan sebelumnya. Empat peraturan
sebelumnya mengelompokkan pekerja rentan ke dalam kategori
“pekerja sektor informal”, sementara Pasal 1 Angka 18 Peraturan
Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Di  Kabupaten = Demak
mengelompokkan sebagai “pekerja” saja.

Keenam, ketujuh, dan kedelapan, berdasarkan Pasal 1 Angka
30 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan; Pasal 1 Angka 42 Peraturan Bupati Kabupaten
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Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di
Kabupaten Polewali Mandar; dan Pasal 1 Angka 40 Peraturan Bupati
Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten
Nunukan, hal mana ketiga ketentuan tersebut memuat isi yang identik,
disebutkan bahwa:

“Pekerja Rentan adalah pekerja yang aktivitas pekerjaannya

memiliki risiko tinggi (rentan) akan terjadinya kecelakaan

kerja.”
Terdapat setidaknya dua hal yang diketahui dari isi ketentuan ini. Hal
pertama, pekerja rentan dikategorikan sebagai “pekerja”’ saja,
layaknya Pasal 1 Angka 18 Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun
2019 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di
Kabupaten Demak sebagaimana dijelaskan pada poin Kelima.
Ketentuan ini juga tidak mengelompokkan pekerja rentan secara tegas
ke dalam kategori pekerja sektor informal, sehingga dapat
menimbulkan tafsir bahwa yang dimaksud dengan pekerja bisa
termasuk orang yang bekerja di sektor formal. Hal kedua yang
diketahui ialah, bahwa kualifikasi pekerja rentan pada ketentuan ini
yakni “aktivitas pekerjaannya memiliki risiko tinggi akan kecelakaan

kerja”. Kualifikasi pekerja rentan pada ketentuan dalam tiga peraturan
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ini hanya menunjuk kepada kualifikasi risiko, yaitu risiko tinggi
terhadap kecelakaan kerja. Sementara, kualifikasi lainnya seperti
kondisi kerja jauh dari standar; penghasilan sangat minim; rentan
terhadap gejolak ekonomi; tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata;
memerlukan bantuan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak
termuat dalam ketentuan ini.

Di antara frasa “pekerja sektor informal” dan kata “pekerja”
tentu memiliki perbedaan makna. Apabila ditafsirkan dalam konteks
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, “pekerja/buruh”
diartikan sebagai:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Ketentuan di atas identik pula dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan sebagai
berikut:

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
maupun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut
dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pekerja adalah pekerja
yang menerima upah. Adapun menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang
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Sistem Jaminan Sosial Nasional, keduanya menyatakan bahwa upah
merupakan hak pekerja yang berada dalam suatu hubungan kerja atau
disebut juga pekerja sektor formal. Demikian pula dengan penafsiran
gramatikal menurut KBBI, kata “pekerja” memiliki makna yaitu
“orang yang menerima upah dari hasil kerjanya”.

Oleh karena itu, jika ditafsirkan secara sistematis menurut
ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dimaksud dengan
“pekerja” mengacu kepada pekerja Penerima Upah (sektor formal).
Sebaliknya, pekerja sektor informal merujuk kepada kelompok pekerja
yang bekerja secara mandiri atau terlepas dari syarat-syarat formal.64
Demikianlah diketahui, dalam konteks Undang-Undang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, terdapat perbedaan pengertian antara “pekerja” dengan
“pekerja sektor informal” atau “pekerja Bukan Penerima Upah”.
Dengan demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa pekerja rentan
merupakan “pekerja yang aktivitas pekerjaannya memiliki risiko tinggi
akan terjadinya kecelakaan kerja”, memiliki makna yang ganda, karena

selain pekerja sektor informal, pekerja di sektor formal atau pekerja

164 OECD/ILO (2019), “Tackling Vulnerability in the Informal Economy”, Development Centre
Studies, Paris: OECD Publishing, him. 156.



204

Penerima Upah pun juga ada yang aktivitas pekerjaannya berisiko
tinggi terhadap kecelakaan kerja.%®

Kesembilan dan kesepuluh, berdasarkan Pasal 1 Angka 11
Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Optimalisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gresik; dan Pasal 1 Angka 10
Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten
Blitar Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 23/E, yang
mana kedua ketentuan tersebut memuat isi pasal yang identik,
dinyatakan bahwa:

“Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh Pemerintah

Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan  bagi pekerja  informal,  pekerja

rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap
sesuai kemampuan Daerah.”

Apa yang dapat diketahui dari isi ketentuan ini, antara lain bahwa:
pertama, pekerja rentan dikelompokkan ke dalam kategori pekerja
informal; dan kedua, pekerja rentan juga dikelompokkan sebagai
masyarakat miskin yang bekerja.

Mengenai hal pertama, frasa “pekerja rentan/masyarakat miskin
yang bekerja” berfungsi menjelaskan frasa sebelumnya yaitu “pekerja

informal”, sehingga secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa pekerja

185 | ihat Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
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informal yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah pekerja informal
yang rentan/masyarakat miskin yang bekerja di sektor informal.6®
Sementara mengenai hal kedua, berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia
yang Disempurnakan (EYD Edisi V), tanda baca garis miring (/) dalam
frasa “pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja” diartikan
sebagai kata hubung atau, sehingga jika diformulasikan ulang, frasa
tersebut menjadi “pekerja rentan atau masyarakat miskin yang
bekerja”. Selanjutnya, kata atau ditafsirkan secara gramatikal menurut
KBBI, memiliki arti “kata penghubung untuk menandai pilihan di
antara beberapa hal (pilihan)”.®’ Dengan demikian diketahui, bahwa
frasa “masyarakat miskin yang bekerja” merupakan alternatif dari frasa
“pekerja rentan”. Alternatif di sini artinya bahwa terdapat kesetaraan
makna antara pekerja rentan dan masyarakat miskin yang bekerja,
sehingga menurut ketentuan ini, pekerja rentan sama dengan
masyarakat miskin yang bekerja.'®® Apa yang dimaksud dengan miskin

itu sendiri, dapat ditafsirkan secara otentik menurut Pasal 1 Angka 1

166

167

168

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi, “EYD V: Tanda Koma ()7, ejaan.kemdikbud.go.id,
<https://ejaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-tanda-baca/tanda-koma/#13-tanda-koma-
digunakan-untuk-mengapit-keterangan-tambahan-atau-keterangan-aposisi>, diakses pada 30
Oktober 2023, pukul 16.23 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan  Teknologi, “EYD V: Tanda Garis Miring (/)”, ejaan.kemdikbud.go.id,
https://ejaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-tanda-baca/tanda-garis-miring/#2-tanda-garis-
miring-digunakan-sebagai-pengganti-kata-dan-atau-serta-setiap, diakses pada 30 Oktober
2023, pukul 16.23 WIB.

Lihat dan bandingkan dengan Samriananda Septiyanti, “Makna Garis Miring (/) pada Frasa
“UU/Perppu’”’, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, No. 1, Februari 2021, hlm. 98.



https://ejaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-tanda-baca/tanda-garis-miring/#2-tanda-garis-miring-digunakan-sebagai-pengganti-kata-dan-atau-serta-setiap
https://ejaan.kemdikbud.go.id/eyd/penggunaan-tanda-baca/tanda-garis-miring/#2-tanda-garis-miring-digunakan-sebagai-pengganti-kata-dan-atau-serta-setiap
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2011,
yaitu:
“Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui, “masyarakat miskin yang bekerja”
ialah masyarakat yang bekerja namun memperoleh penghasilan sangat
rendah, hingga tidak dapat (atau hampir tidak dapat) memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak.

Demikianlah diketahui, pengelompokan pekerja rentan menurut
ketentuan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bupati Gresik Nomor 20
Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gresik
dan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Di Kabupaten Blitar terkesan distingtif dari
pengelompokan pekerja rentan menurut peraturan-peraturan yang
dijelaskan sebelumnya. Kesan distingsi tersebut terlihat dari peraturan-
peraturan yang dijelaskan sebelumnya, di mana tidak memuat kategori
pekerja rentan dengan frasa “masyarakat miskin yang bekerja”.
Dengan demikian, jika ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bupati

Gresik Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan
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Optimalisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Gresik dan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bupati

Kabupaten Blitar Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Di

Kabupaten Blitar

diparafrasekan kembali, subjek penerima bantuan iuran menurut kedua

peraturan tersebut adalah pekerja rentan atau masyarakat miskin yang

bekerja, yang berasal dari kelompok pekerja informal.

Apabila hasil penelitian di atas disajikan dalam bentuk tabel,

diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 5.3

Perbandingan Peraturan Berdasarkan Kategorisasi Pekerja Rentan dalam
Beberapa Produk Hukum Daerah

No.

Pekerja rentan
dikategorikan ke
dalam Pekerja Sektor
Informal atau Pekerja
Bukan Penerima
Upah

Pekerja rentan tidak
dikategorikan ke
dalam kelompok
mana pun (hanya

“pekerja” saja)

Pekerja rentan
dikategorikan ke
dalam kategori
masyarakat miskin
yang bekerja (di
sektor informal)

Pasal 1 Angka 14
Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 36
Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan  Jaminan
Sosial Bagi Tenaga
Kerja Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
Di Provinsi Jawa Timur

Pasal 1 Angka 30
Peraturan Daerah
Kabupaten Buol
Nomor 2 Tahun 2021
Tentang  Pelaksanaan
Kewajiban Kepesertaan
Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 1 Angka 11
Peraturan Bupati
Gresik ~ Nomor 20
Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan
Optimalisasi Program
Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Gresik

Pasal 1 Angka 17
Peraturan Wali Kota
Depok  Nomor 70
Tahun 2020 Tentang

Pasal 1 Angka 18
Peraturan Bupati
Demak Nomor 65

Tahun 2019 Tentang

Pasal 1 Angka 10
Peraturan Bupati
Kabupaten Blitar
Nomor 25 Tahun 2021
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Penyelenggaraan Pelaksanaan  Program | Tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial | Jaminan Sosial | Program Jaminan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Sosial Ketenagakerjaan
Melalui Badan | Di Kabupaten Blitar
Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Demak
Pasal 1 Angka 7 |Pasal 1 Angka 42
Peraturan Wali Kota | Peraturan Bupati
Tegal Nomor 21 Tahun | Kabupaten ~ Polewali
2022 Tentang | Mandar  Nomor 6
Optimalisasi Tahun 2018 Tentang
Kepesertaan ~ Jaminan | Pedoman Pelaksanaan

Sosial Ketenagakerjaan

Kewajiban Kepesertaan
Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Polewali
Mandar

Pasal 1 Angka 12
Peraturan Bupati
Mamasa Nomor 14

Tahun 2021 Tentang
Perlindungan  Pekerja
Bukan Penerima Upah
Dalam Program
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Yang

Dibiayai Oleh
Anggaran  Pendapatan
Dan Belanja Daerah,
Donasi Dan/Atau

Sumber Anggaran Lain
Yang Sah Dan Tidak
Mengikat

Pasal 1 Angka 40
Peraturan Bupati
Kabupaten ~ Nunukan
Nomor 13 Tahun 2021
Tentang Pedoman
Pelaksanaan  Program
Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Di
Kabupaten Nunukan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga pengelompokan

pekerja rentan yang berbeda dari setidaknya 10 (sepuluh) peraturan

yang berbeda. Empat produk hukum daerah mengelompokkan pekerja
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rentan ke dalam kategori pekerja sektor informal; empat produk hukum
daerah lainnya tidak mengelompokkan pekerja rentan, melainkan
hanya menyebut “pekerja” saja; dan dua produk hukum daerah lainnya
mengelompokkan pekerja rentan sebagai masyarakat miskin yang
bekerja namun terbatas pada masyarakat miskin di sektor informal.
Dari adanya perbedaan ini, sudah terjawab bahwa memang terdapat
ketidakseragaman antara peraturan asuransi sosial bagi pekerja
rentan.

Berangkat dari adanya ketidakseragaman antara peraturan
asuransi sosial di atas, perlu juga dijawab apakah ketidakseragaman
kategorisasi tersebut dapat menyebabkan timbulnya dampak terhadap
perlindungan asuransi sosial pekerja rentan. Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, perlu diurai terlebih dahulu mengenai
perbandingan karakteristik dari masing-masing kategori pekerja rentan
itu, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.4
Perbandingan Karakteristik Kategori Pekerja Rentan

Karakteristik

No. Kategori Pekerja Rentan Kategori Pekerja Rentan
1. Pekerja sektor informal o Bekerja secara mandiri
e Menerima penghasilan non
upah
e Berada di luar hubungan kerja
2. Pekerja e Menerima penghasilan berupa

upah atau imbalan dalam
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bentuk lain (natura)
e Berada di dalam hubungan

kerja
3. Masyarakat ~ miskin ~ yang | e Penghasilan sangat minim
bekerja (di sektor informal) e Tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar yang layak
e Bekerja di luar hubungan kerja
(sektor informal)

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Dimulai dari kategori pertama, pekerja sektor informal memiliki
karakteristik antara lain: pekerja yang bersangkutan bekerja secara
mandiri, berada di luar hubungan kerja, serta menerima penghasilan
dalam bentuk non upah (berupa laba). Kategori yang kedua, pekerja
rentan dikategorikan ke dalam “pekerja” saja, di mana dalam konteks
Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional merujuk kepada pekerja yang berada di dalam
hubungan kerja dan menerima imbalan dalam bentuk upah atau bentuk
lain (natura). Sementara kategori ketiga, pekerja rentan yang
dikategorikan ke dalam masyarakat miskin yang bekerja di sektor
informal, memiliki karakteristik antara lain: penghasilan sangat minim,
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bekerja di luar
hubungan kerja.

Dari Tabel 5.4 di atas, diketahui pula bahwa kategori pekerja
rentan yang pertama dan ketiga, yakni pekerja sektor informal dan

masyarakat miskin yang bekerja, memiliki suatu karakteristik yang
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sama, Yyaitu sama-sama berada di luar hubungan kerja atau bekerja
secara mandiri. Namun, kategori pertama dan ketiga berbeda dengan
kategori kedua yang karakteristiknya bisa merujuk kepada pekerja
dalam hubungan kerja. Dengan demikian, dipahami bahwa dari ketiga
kategori tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua kategori, yaitu:
pekerja rentan bisa berasal dari sektor informal dan di sisi lain pekerja
rentan juga bisa berasal dari sektor formal (penduduk miskin yang
bekerja di sektor formal dan aktivitas pekerjaannya berisiko tinggi).
Sehubungan dengan kategori pertama dan ketiga, apabila
sudah dilimitasi bahwa pekerja rentan atau masyarakat miskin yang
bekerja hanya berasal dari kelompok pekerja sektor informal, maka
dapat ditafsirkan secara a contrario, bahwa pekerja rentan tidak
berasal dari sektor formal. Namun, apabila penafsiran a contrario juga
digunakan pada kategori kedua, jika sudah dilimitasi bahwa “pekerja”
yang rentan ialah pekerja yang berasal dari kelompok pekerja sektor
formal, maka pekerja rentan tidak berasal dari pekerja sektor informal.
Selain itu, apabila pekerja rentan hanya didefinisikan berdasarkan
kategori kedua yakni “pekerja yang aktivitas pekerjaannya berisiko
tinggi terhadap kecelakaan kerja”, maka hal ini bisa memberikan
makna ganda, bahwa pekerja rentan dapat berasal dari pekerja sektor
informal dan sektor formal yang aktivitas pekerjaannya berisiko tinggi

terhadap kecelakaan kerja.
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Apabila kondisi-kondisi yang diuraikan di atas terpenuhi, maka
terjadi  ketidakjelasan mengenai pengelompokan pekerja rentan.
Implikasi yang dapat terjadi ialah peraturan pekerja rentan akan
menjadi tidak tepat sasaran: seharusnya pekerja rentan dikelompokkan
ke dalam pekerja sektor informal yang bekerja secara mandiri dan
berpenghasilan sangat minim, serta mengalami risiko sosial tinggi,
akan tetapi karena ada ketidakjelasan peraturan, bisa pula
dikelompokkan ke dalam pekerja sektor formal yang aktivitas
pekerjaannya berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Terlebih lagi,
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagai contoh dari Badan
Pusat Statistik di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Rembang,
memang ada masyarakat miskin yang bekerja di sektor formal,
meskipun persentasenya lebih kecil daripada masyarakat miskin yang
bekerja di sektor informal.6°

Jadi, perbedaan ketentuan kategorisasi pekerja rentan di
beberapa produk hukum daerah sebagaimana diuraikan di atas,
ternyata dapat menimbulkan dampak yakni gesekan atau friksi

berupa ketidakjelasan peraturan. Ketidakjelasan peraturan tersebut

189 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, “Presentase Penduduk Miskin Menurut
Status Bekerja (Persen), 2020-2022”, https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/23/344/1/
persentase-penduduk-miskin-menurut-status-bekerja.html dan Badan Pusat Statistik Kabupaten
Rembang, “Presentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja
(Persen), 2018-2022”, https://rembangkab.bps.go.id/indicator/23/293/1/persentase-penduduk-
miskin-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-status-bekerja.html, diakses pada 1 November 2023,
pukul 10.43 WIB.



https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/23/344/1/%20persentase-penduduk-miskin-menurut-status-bekerja.html
https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/23/344/1/%20persentase-penduduk-miskin-menurut-status-bekerja.html
https://rembangkab.bps.go.id/indicator/23/293/1/persentase-penduduk-miskin-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-status-bekerja.html
https://rembangkab.bps.go.id/indicator/23/293/1/persentase-penduduk-miskin-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-status-bekerja.html
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mengerucut pada pertanyaan berikut: apakah pekerja rentan merupakan
kelompok pekerja yang berasal dari pekerja sektor informal saja,
ataukah bisa pula berasal dari pekerja sektor formal. Dengan adanya
makna ganda ini, maka peraturan terkait pekerja rentan bisa menjadi
tidak tepat sasaran karena bisa dipergunakan sebagai landasan hukum
untuk memberikan bantuan iuran kepada pekerja sektor formal,
padahal pekerja sektor formal telah memiliki peraturan terkait asuransi
sosialnya tersendiri, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

. Ketentuan Kualifikasi Pekerja Rentan

Pada bagian awal bab, telah dikemukakan bahwa ketentuan
kualifikasi pekerja rentan pada berbagai produk hukum daerah masih
berbeda-beda, dan berdasarkan konstruksi analogi dari Tabel 5.2,
diperoleh suatu kesimpulan bahwa pekerja rentan ialah pekerja sektor
informal yang keadaan pekerjaannya membuat pekerja tersebut tidak
mampu  mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial  karena
berpenghasilan sangat minim, sehingga membutuhkan bantuan dari
Pemerintah. Sama seperti fakir miskin, pekerja rentan juga termasuk
kelompok yang bisa mendapatkan bantuan iuran asuransi sosial dari
Pemerintah. Namun demikian, terlepas dari kesimpulan tersebut, tetap

ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari ketentuan tentang kualifikasi
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pekerja rentan pada beberapa produk hukum daerah. Berikut ini akan
diuraikan hasil penelitian mengenai perbandingan kualifikasi pekerja
rentan dari delapan produk hukum daerah, yang disajikan dalam
bentuk tabel di bawah ini (masing-masing kualifikasi disubstitusikan

dengan bilangan romawi):

Tabel 5.5
Perbandingan Kualifikasi Pekerja Rentan
No Ketentuan Kualifikasi Pekerja Rentan
' Pasal/Peraturan [ I 11 v \Y VI | VII
1. |Pasal 1 Angka 12
Peraturan Bupati N N N N N
Mamasa Nomor 14
Tahun 2021
2. |Pasal 1 Angka 14
Peraturan Gubernur Jawa N N N
Timur Nomor 36 Tahun
2021
3. |Pasal 1 Angka 7
Peraturan Wali Kota N N
Tegal Nomor 21 Tahun
2022
4. |Pasal 1 Angka 18
Peraturan Bupati Demak V V
Nomor 65 Tahun 2019
5. |Pasal 1 Angka 17
Peraturan Wali Kota N N
Depok Nomor 70 Tahun
2020
6. |Pasal 1 Angka 30
Peraturan Daerah N
Kabupaten Buol Nomor
2 Tahun 2021
7. |Pasal 1 Angka 42
Peraturan Bupati
Kabupaten Polewali \
Mandar Nomor 6 Tahun
2018
8. |Pasal 1 Angka 40 \
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Peraturan Bupati

Kabupaten Nunukan

Nomor 13 Tahun 2021
Keterangan:

| :
I
Il
v
\V
VI

VIl

kondisi kerja jauh dari nilai standar

. risiko kerja tinggi

. penghasilan sangat minim

. rentan terhadap gejolak ekonomi

. tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata

: memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk
mendapatkan perlindungan jaminan sosial

. aktivitas pekerjaannya memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Tabel 5.5 tersebut menunjukkan setidaknya ada tujuh variasi
kualifikasi  pekerja  rentan. Satu  peraturan  (homor 1)
mengkualifikasikan berdasarkan lima varian kualifikasi, antara lain
kondisi kerja jauh dari nilai standar (1), risiko kerja tinggi (1),
penghasilan sangat minim (111), rentan terhadap gejolak ekonomi (1V),
dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata (V). Sementara, dari
kelima varian kualifikasi, ada beberapa peraturan yang hanya
mengambil sebagian dari lima kualifikasi tersebut atau hanya parsial.
Seperti  halnya peraturan nomor 2, yang hanya
mengualifikasikan pekerja rentan berdasarkan kondisi kerja yang jauh
dari standar (1), risiko kerja tinggi (1), serta penghasilan sangat minim
(111). Kemudian, satu peraturan lainnya (nomor 3) mengualifikasikan
pekerja rentan berdasarkan risiko kerja tinggi (11) dan penghasilan

sangat minim (111) saja. Satu peraturan lainnya lagi (nomor 4) hanya
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mengkualifikasikan berdasarkan keadaan rentan terhadap gejolak
ekonomi (IV) dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata (V). Satu
peraturan lagi (nomor 5) mengualifikasikan berdasarkan penghasilan
sangat minim (111) dan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dan
pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial (\V1).
Tiga peraturan terakhir (nomor 6, 7, 8) mengualifikasikan pekerja
rentan berdasarkan satu varian kualifikasi saja, yaitu berdasarkan
aktivitas pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja.
Dengan adanya perbedaan kualifikasi pekerja rentan antara
produk hukum daerah yang menjadi sampel di atas, terbukti bahwa
sebenarnya terdapat ketidakseragaman peraturan asuransi sosial
bagi pekerja rentan, dalam hal ini terkait dengan ketentuan kualifikasi
pekerja rentannya. Namun, juga perlu dijawab lebih lanjut apakah
adanya ketidakseragaman ketentuan kualifikasi pekerja rentan tersebut
di atas dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi
sosial bagi pekerja rentan. Untuk memudahkan penjelasan mengenai
hal ini, pertama-tama akan digambarkan melalui bagan interelasi
(hubungan timbal balik) antara kualifikasi 1-VII, di mana kualifikasi

tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:
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Bagan 5.1
Interelasi antar Kualifikasi Pekerja Rentan

Kualifikasi I-VV

Kondisi kerja jauh dari standar, risiko kerja
tinggi, penghasilan sangat minim, pertahanan
lemah terhadap gejolak ekonomi, tingkat

kesejahteraan di bawah rata-rata

IMPLIKASI

Kualifikasi
Pekerja Rentan

Kualifikasi VI

Kualifikasi VI

Aktivitas pekerjaannya
berisiko tinggi terhadap
kecelakaan kerja

Memerlukan keterlibatan
pemerintah daerah dan pelaku
usaha untuk mendapatkan
perlindungan jaminan sosial
Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Bagan 5.1 di atas memperlihatkan kualifikasi pekerja rentan
dari 1-VII yang dibagi menjadi tiga bagian, antara lain kualifikasi 1-V,
kualifikasi VI, dan kualifikasi VII. Bagian pertama yaitu kualifikasi I-
V terdiri dari kualifikasi berdasarkan kondisi kerja, risiko Kerja,
penghasilan, pertahanan terhadap gejolak ekonomi, dan tingkat
kesejahteraan. Kelima kualifikasi ini memiliki karakteristik yang
berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Orang yang

pekerjaannya memenuhi kualifikasi 1-V, antara lain berada dalam

kondisi jauh dari standar kelayakan (1), berisiko tinggi (Il), dan
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mendapatkan penghasilan yang sangat minim (I11), akan memengaruhi
pertahanan orang tersebut terhadap gejolak ekonomi (1V). Jika
pertahanannya lemah terhadap gejolak ekonomi, maka akan
menghasilkan tingkat kesejahteraan hidup yang di bawah rata-rata (V).
Di samping itu, dengan keadaan terpenuhinya kualifikasi I-V, ternyata
hal ini dapat menimbulkan implikasi berupa kualifikasi VI, yakni
diperlukannya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk
memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang
bersangkutan. Jadi, diketahui bahwa ada hubungan kait-mengait antara
satu kualifikasi dengan kualifikasi lainnya, di mana kualifikasi-
kualifikasi tersebut tidak dapat terlepas satu sama lain atau tidak dapat
berdiri secara independen.

Kendati kualifikasi-kualifikasi tersebut sebenarnya saling
terkait satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan, ada produk
hukum daerah yang menggunakan hanya satu kualifikasi untuk
mendeskripsikan pekerja rentan, yaitu kualifikasi VII. Peraturan-
peraturan tersebut antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Buol
Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 6 Tahun 2018; dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan
Nomor 13 Tahun 2021. Ketiga peraturan tersebut hanya menetapkan
satu kualifikasi pekerja rentan, yaitu bahwa pekerja rentan merupakan

pekerja yang aktivitas pekerjaannya berisiko tinggi akan kecelakaan
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kerja. Kualifikasi VIl yang digunakan dipisahkan dari kualifikasi 1-V,
sehingga hal ini mengakibatkan kualifikasi pekerja rentan dalam
peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak lengkap dan memberikan
makna yang terlampau luas.

Dari adanya ketidakseragaman ketentuan kualifikasi pekerja
rentan tersebut, khususnya pada peraturan yang hanya memuat
Kualifikasi VI saja, ternyata juga berpotensi menimbulkan dampak
terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja rentan. Frasa
“aktivitas pekerjaannya berisiko tinggi akan kecelakaan kerja”
(Kualifikasi VII) mengandung makna yang luas, sebab pekerjaan yang
berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja tidak serta merta diisi oleh
pekerja rentan yang lemah secara sosial-ekonomi dan memerlukan
bantuan perlindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, dapat terjadi
bahwa terdapat pekerja yang pekerjaannya berisiko tinggi terhadap
kecelakaan kerja, namun ternyata mendapatkan penghasilan yang
cukup (tidak minim) dan sudah menerima bantuan iuran asuransi sosial
dari perusahaan, sehingga tidak memerlukan bantuan dari pemerintah
daerah atau pelaku usaha melalui peraturan yang bersangkutan.
Dengan kata lain, dampak yang dimaksud ialah bahwa perlindungan
asuransi sosial yang termuat dalam peraturan tersebut berpotensi
tidak tepat sasaran karena kualifikasi pekerja rentan tidak terlalu

jelas. Demikianlah perbedaan ketentuan kualifikasi pekerja rentan bisa
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menimbulkan permasalahan perlindungan asuransi sosial bagi pekerja

rentan.

2. Ketentuan Jenis Pekerjaan Rentan

Ketentuan berikutnya yang perlu diurai ialah mengenai jenis

pekerjaan rentan. Pada beberapa produk hukum daerah, ada peraturan yang

sudah secara eksplisit menguraikan jenis pekerjaan apa yang termasuk

pekerjaan yang rentan. Setidaknya terdapat lima produk hukum daerah

yang memuat hal ini. Untuk memudahkan analisis mengenai hal ini,

terlebih dahulu diuraikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.6

Perbandingan Jenis Pekerjaan Rentan pada
Beberapa Produk Hukum Daerah

No. Peraturan Jenis Pekerjaan Rentan
1. |Pasal 29 Peraturan Daerah | ¢ Tenaga pendidik  bidang
Provinsi Jawa Barat Nomor 5 keagamaan;
Tahun 2023 Tentang | e Pengurus tempat peribadatan;
Optimalisasi Penyelenggaraan | e« Pekerja yang menjadi mitra
Perlindungan  Tenaga Kerja |  atau binaan Perangkat Daerah;
Melalui  Jaminan  Sosial | o tenaga relawan, pekerja padat
Ketenagakerjaan karya, pelaku olahraga, pelaku
seni; dan
e Pekerja Rentan lainnya yang
berpenghasilan rendah.
2. |Pasal 6 Ayat (2) Peraturan | e nelayan;
Bupati Mamasa Nomor 14 | ¢ petani;
Tahun 2021 Tentang | e tukang ojek;
Perlindungan Pekerja Bukan | ¢ pyryh harian:
Penerima Upah Dalam | tukang kayu mandiri:
Programk Jaminan  Sosial | | tukang batu mandiri:
Ketenagakerjaan Yang o
Dibiayai Oleh  Anggaran e pedagang kaki lima/pedagang
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Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah, Donasi Dan/Atau
Sumber Anggaran Lain Yang
Sah Dan Tidak Mengikat

keliling;

sopir;

juru parkir;

pekerja sosial keagamaan; dan
pekerja lainnya.

Pasal 1 Angka 8 Peraturan
Wali Kota Ambon Nomor 34a
Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Informal  Pemerintah  Kota
Ambon

sopir angkutan;

tukang ojek;

tukang kayu;

tukang batu;

pedagang pasar;
pedagang asongan/kaki lima;
petani;

nelayan;

pembantu rumah tangga;
penambang masyarakat
tradisional;

e dan lain-lain.
Pasal 5 Ayat (4) Peraturan | e nelayan;
Daerah Kota Sibolga Nomor 6 | e buruh angkut bongkar muat;
Tahun 2021 Tentang | e buruh tangkahan;
Penyelenggaraan Program | o tykang parkir;
Jaminan Sosial | 4 tukang becak;
Ketenagakerjaan o pedagang; ’

e buruh pasar;

e dan lain-lain.
Pasal 1 Angka 14 Peraturan | e petani;
Wali Kota Padang Nomor 13 | e nelayan;
Tahun 2022 Tentang | e pedagang kaki lima;
Penyelenggaraan Jaminan | ¢ |mam Masjid;
Sosial Ketenagakerjaan e guru TPA/TPQ

MDTA/MDTQ;
e gharim;

dan pekerja bukan penerima
upah lainnya yang rentan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat

kemiripan antara jenis-jenis pekerjaan rentan yang ditentukan dalam
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peraturan-peraturan di atas. Artinya terdapat kesamaan namun juga
terdapat ketidakseragaman redaksional, di mana ada jenis pekerjaan yang
dicantumkan pada ketentuan yang satu, tetapi tidak pada ketentuan yang
lain. Kendati terdapat ketidakseragaman tersebut, perlu diuraikan pula
apakah ketidakseragaman tersebut bisa menimbulkan dampak terhadap
perlindungan asuransi sosial bagi pekerja rentan. Untuk menjawab hal ini,
pasal-pasal dalam tabel di atas diuraikan satu per satu sebagai berikut.
Peraturan pertama yaitu Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
menguraikan bahwa pekerja rentan meliputi:
“tenaga pendidik bidang keagamaan; pengurus tempat
peribadatan; pekerja yang menjadi mitra atau binaan perangkat
daerah; tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga,

pelaku seni; dan pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan
rendah”

Dari beberapa jenis pekerjaan tersebut, setidak-tidaknya dapat diketahui
bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang rentan menyangkut bidang
yang berhubungan dengan keagamaan, olahraga, seni, padat karya, dan
lain sebagainya yang hanya memberikan penghasilan yang rendah. Jadi,
dari frasa “pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah” sudah
dapat ditafsirkan jika setiap pekerja rentan yang berpenghasilan rendah
dapat termasuk ke dalam subjek dari peraturan ini terlepas dari apapun

pekerjaannya.



223

Peraturan yang kedua yaitu Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati
Mamasa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan
Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang
Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi
Dan/Atau Sumber Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.
Menurut peraturan ini, pekerja rentan meliputi di antaranya:

“nelayan; petani; tukang ojek; buruh harian; tukang kayu mandiri;

tukang batu mandiri; pedagang kaki lima/pedagang keliling;

sopir; juru parkir; pekerja sosial keagamaan; dan pekerja

lainnya.”
Apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap Pasal 29 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi
Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di atas, dapat dilihat bahwa ada kesamaan jenis pekerjaan
rentan, yaitu mencakup juga pekerja rentan di bidang keagamaan, penjual
jasa, dan pekerja rentan lainnya, meskipun juga ada perbedaan dengan
peraturan sebelumnya di mana peraturan sebelumnya memasukkan
“pelaku olahraga” dan “pelaku seni”. Terlepas dari perbedaan itu,
ketentuan ini menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di masyarakat yang
memang memberikan penghasilan yang rendah, sebagaimana halnya yang
diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5

Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga

Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di atas.
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Peraturan ketiga yaitu Pasal 1 Angka 8 Peraturan Wali Kota
Ambon Nomor 34a Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota
Ambon, di mana menurut ketentuan pasal ini yang termasuk pekerjaan
rentan antara lain:

“sopir angkutan, tukang ojek, tukang kayu, tukang batu, pedagang

pasar, pedagang asongan/kaki lima, petani, nelayan, pembantu
rumah tangga, penambang masyarakat tradisional, dan lain-/ain. ”

Dari ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 34a
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota Ambon tersebut,
apabila ditafsirkan terhadap Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan
Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Mamasa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Donasi Dan/Atau Sumber Anggaran Lain Yang Sah Dan
Tidak Mengikat, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara jenis
pekerjaan rentan yang ditentukan, meskipun terdapat sedikit perbedaan
pula. Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 34a
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota Ambon



225

memasukkan “pembantu rumah tangga” dan “penambang masyarakat
tradisional” sebagai salah dua jenis pekerjaan rentan, di mana hal ini tidak
ditemukan dalam dua peraturan yang dijelaskan sebelumnya. Meskipun
demikian, kedua jenis pekerjaan rentan ini juga termasuk ke dalam lingkup
pekerja yang memperoleh penghasilan yang rendah, sama seperti dua
peraturan sebelumnya.

Peraturan keempat yaitu Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota
Sibolga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021
Nomor 43. Dalam ketentuan ini, pekerjaan yang rentan antara lain:

“nelayan, buruh angkut bongkar muat, buruh tangkahan, tukang
parkir, tukang becak, pedagang, buruh pasar, dan lain-lain.”

Jenis pekerjaan yang dimuat dalam pasal ini hampir sama seperti dua
peraturan sebelumnya, di mana terdapat kesamaan jenis pekerjaan rentan,
yaitu bahwa pekerjaan rentan yang dimuat ialah pekerjaan yang
menyediakan penghasilan yang rendah bagi pekerjanya.

Terakhir, peraturan kelima yaitu Pasal 1 Angka 14 Peraturan Wali
Kota Padang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor
13, di mana ketentuan ini menentukan jenis pekerjaan rentan antara lain:

“petani, nelayan, pedagang kaki lima, Imam Masjid, guru

TPA/TPQ, MDTA/MDTQ, gharim, dan pekerja bukan penerima
upah lainnya.”
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Peraturan ini juga memiliki kesamaan dengan Pasal 29 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi
Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Mamasa Nomor
14 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah
Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi Dan/Atau Sumber
Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat yang memuat jenis
pekerjaan bidang keagamaan. Selain itu, ketentuan ini juga memuat jenis
pekerjaan di bidang jasa sebagaimana halnya dengan empat peraturan lain
yang dijelaskan sebelumnya, di mana jenis-jenis pekerjaan yang dimuat
dalam pasal ini merupakan pekerjaan dengan penghasilan rendah.

Apabila jenis pekerjaan rentan di atas digambarkan kembali
melalui bagan dan dikelompokkan berdasarkan sifat pekerjaannya, maka

dapat disajikan sebagai berikut:
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Bagan 5.2

Luas Lingkup Pekerja Rentan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Rentan
dalam Beberapa Produk Hukum Daerah

Bidang Kerja

Bidang
Keagamaan dan <
Sosial

Bidang Jasa <

Bidang Barang <

Jenis Pekerjaan

» Tenaga pendidik keagamaan (guru TPA/TPQ
MDTA/MDTQ)

 Pengurus tempat peribadatan
* Pekerja sosial keagamaan
* Imam Masjid

» Pekerja keagamaan lainnya yang berpenghasilan
rendah

* Transportasi perorangan: tukang ojek, tukang
becak

« Sopir angkutan
« Juru Parkir
* Pelaku olahraga/seni

« Buruh harian: buruh angkut, buruh pasar, pekerja
padat karya

» Pembantu Rumah Tangga

» Penambang tradisional

» Pekerja di bidang jasa lainnya yang
berpenghasilan rendah
Industri perikanan: nelayan
Industri pertanian: petani
Industri konstruksi: tukang kayu/batu mandiri
Pedagang: pasar, kaki lima, asongan
Pekerja di bidang barang lainnya yang
berpenghasilan rendah

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Melalui Bagan 5.2 di atas, diketahui bahwa terdapat tiga bidang pekerjaan

yang diatur dalam ketentuan jenis pekerja rentan, yaitu bidang kegamaan

dan sosial, bidang jasa, dan bidang barang. Meskipun bagan di atas tidak

memuat keseluruhan jenis pekerjaan yang dapat tergolong rentan, akan
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tetapi jenis-jenis pekerjaan yang digambarkan di atas memiliki satu
kesamaan penting, yakni penghasilan yang rendah.

Berdasarkan uraian peraturan di atas, perlu diakui bahwa memang
terdapat perbedaan redaksional, sehubungan dengan adanya jenis
pekerjaan tertentu yang dimasukkan ke dalam suatu peraturan, tetapi juga
ada jenis pekerjaan tertentu yang tidak dimasukkan di antara produk
hukum daerah di atas. Sebagai contoh, pekerja bidang keagamaan
dimasukkan ke dalam Pasal 29 Perda Provinsi Jawa Barat 5/2023, Pasal 6
Ayat (2) Perbup Mamasa 14/2021, dan Pasal 1 Angka 14 Perwal Padang
13/2022, tetapi tidak dimasukkan ke dalam Pasal 1 Angka 8 Perwal
Ambon 34a/2020 dan Pasal 5 Ayat (4) Perda Kota Sibolga 6/2021. Akan
tetapi, ketidakseragaman ini adalah hal yang wajar, sebab tiap daerah bisa
memiliki jenis pekerjaan rentan khasnya masing-masing yang berbeda dari
daerah lainnya. Apabila ketentuan dalam tiap peraturan di atas ditafsirkan
secara sistematis satu dengan yang lain, dapat disimpulkan bahwa jenis
pekerjaan yang tergolong rentan memiliki satu kesamaan yaitu merupakan
pekerjaan yang memberikan penghasilan rendah bagi pekerjanya, di mana
pekerjaan tersebut dilakukan secara mandiri atau perorangan. Hal
tersebutlah yang menjadi kualifikasi penting, bahwa apapun jenis
pekerjaannya, sepanjang hanya memberikan penghasilan rendah, bisa
mendapatkan perlindungan asuransi sosial melalui produk hukum daerah

yang bersangkutan / a quo. Dengan demikian, ketidakseragaman di antara
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ketentuan jenis pekerjaan rentan pada produk-produk hukum daerah
tersebut tidak berdampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi

pekerja rentan.

Ketentuan Syarat Usia Kepesertaan Asuransi Sosial bagi Pekerja
Rentan

Hal berikutnya yang perlu dianalisis ialah apakah terdapat
disharmoni ketentuan syarat usia kepesertaan asuransi sosial yang bisa
menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja
rentan. Dari hasil penelitian, setidaknya terdapat lima produk hukum
daerah yang mengatur hal ini, di mana akan dikemukakan terlebih dahulu
dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7

Perbandingan Syarat Kepesertaan Asuransi Sosial pada Beberapa
Produk Hukum Daerah

Syarat Usia Kepesertaan
No. Peraturan Asuransi Sosial bagi
Pekerja Rentan

1. |Pasal 33 Ayat (1) huruf b | Di bawah 65 (enam puluh lima)
Peraturan Menteri | tahun

Ketenagakerjaan Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua

2. | Pasal 15 Peraturan Daerah | Di bawah 60 (enam puluh) tahun
Kabupaten Buol Nomor 2
Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Kewajiban
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Kepesertaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 7 Ayat (1) huruf ¢ dan d
Peraturan Wali Kota Bitung
Nomor 66 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Rentan  Melalui  Program
Berkat Pemerintah Kota Bitung

e Paling rendah 17 (tujuh belas)
tahun

e Paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan

Bupati Mamasa Nomor 14
Tahun 2021 Tentang
Perlindungan Pekerja Bukan
Penerima Upah Dalam
Program  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Yang
Dibiayai  Oleh  Anggaran
Pendapatan Dan  Belanja
Daerah, Donasi Dan/Atau

Sumber Anggaran Lain Yang
Sah Dan Tidak Mengikat

Di antara 17 (tujuh belas) tahun
sampai dengan 60 (enam puluh)
tahun

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan

Bupati Bintan Nomor 55
Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Pekerja Bukan
Penerima Upah Dalam
Program  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Yang
Dibiayai  Oleh  Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah

Di antara 18 (delapan belas)
tahun sampai dengan 65 (enam
puluh lima) tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Merujuk kepada Tabel 5.7 di atas, dapat terlihat bahwa masing-masing
produk hukum daerah mengatur syarat usia untuk kepesertaan asuransi
sosial dengan ketentuan yang berbeda-beda, yang akan dijelaskan sebagai

berikut.
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Pada peraturan pertama yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, di
dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) huruf b Permenaker terkait
menyebutkan bahwa syarat kepesertaan asuransi sosial ialah bagi pekerja
yang belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Sementara,
ketentuan ini berbeda dengan setidaknya empat produk hukum daerah di
bawahnya yang bervariasi. Pada peraturan kedua yaitu Pasal 15 Peraturan
Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur
bahwa syarat usia kepesertaan asuransi sosial ialah di bawah 60 (enam
puluh) tahun. Peraturan ketiga yakni Pasal 7 Ayat (1) huruf ¢ dan d
Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Melalui Program
Berkat Pemerintah Kota Bitung menentukan rentang usia kepesertaan
asuransi sosial ialah 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh
lima) tahun. Peraturan keempat yaitu Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati
Mamasa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan
Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang
Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi
Dan/Atau Sumber Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat

menetapkan batas usia kepesertaan asuransi sosial 17 (tujuh belas)
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sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Peraturan kelima yaitu Pasal 6
Ayat (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 55
menyatakan batas usia kepesertaan asuransi sosial ialah 18 (delapan
belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Apabila uraian di atas kemudian dirangkum secara kuantitatif,
berikut disajikan tabel jumlah peraturan (berdasarkan Tabel 5.7) yang
memuat ketentuan batas usia tertentu (minimum dan maksimum)
kepesertaan asuransi sosial:

Tabel 5.8

Jumlah Peraturan yang Memuat Batas Usia Minimum Tertentu
Kepesertaan Asuransi Sosial Berdasarkan Peraturan pada Tabel 5.7

Batas Usia Minimum | Jumlah Peraturan yang Memuat
17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) peraturan
18 (delapan belas) tahun 1 (satu) peraturan
Tidak menentukan 2 (dua) peraturan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
Tabel 5.8 di atas memperlihatkan terdapat dua peraturan yang memuat
ketentuan batas usia minimum kepesertaan asuransi sosial sebesar 17
(tujuh belas) tahun, sedangkan terdapat satu peraturan yang memuat batas
usia minimum kepesertaan asuransi sosial sebesar 18 (delapan belas)
tahun, dan sebanyak dua peraturan lainnya tidak menentukan secara

eksplisit berapa batas usia minimum kepesertaan asuransi sosial
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ketenagakerjaan. Selain batas usia minimum, berikut disajikan tabel untuk
mengetahui jumlah peraturan yang memuat ketentuan batas usia
maksimum:

Tabel 5.9

Jumlah Peraturan yang Memuat Batas Usia Maksimum Tertentu
Kepesertaan Asuransi Sosial Berdasarkan Peraturan pada Tabel 5.7

Batas Usia Maksimum | Jumlah Peraturan yang Memuat
60 (enam puluh) tahun 2 (dua) peraturan

65 (enam puluh lima) tahun 2 (dua) peraturan

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Tabel 5.9 menunjukkan ada dua peraturan yang mengatur batas usia
maksimum kepesertaan asuransi sosial sebesar 60 (enam puluh) tahun,
sedangkan dua ketentuan lainnya menentukan batas usia maksimum
sebesar 65 (enam puluh lima) tahun. Dari Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 terlihat
jelas adanya perbedaan ketentuan mengenai penetapan usia minimum
maupun maksimum di beberapa peraturan yang menjadi sampel pada
Tabel 5.7. Oleh karena itu, sudah terbukti bahwa terdapat setidaknya
dua macam inkonsistensi atau ketidakseragaman ketentuan syarat usia
kepesertaan asuransi sosial dari peraturan pada Tabel 5.7, vyaitu
inkonsistensi antara beberapa produk hukum daerah satu sama lain, serta
inkonsistensi produk hukum daerah tersebut dengan ketentuan dalam Pasal
33 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, baik dalam batas usia

maksimum maupun minimum.
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a. Batas Usia Maksimum Kepesertaan Asuransi Sosial Pekerja
Rentan
Setelah mengetahui bahwa terdapat inkonsistensi dalam
ketentuan syarat usia kepesertaan asuransi sosial di antara berbagai
produk hukum daerah, serta adanya inkonsistensi antara produk hukum
daerah terhadap peraturan menteri, maka hal yang perlu dijawab
selanjutnya ialah apakah inkonsistensi tersebut dapat menimbulkan
dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja rentan.
Dimulai dari peraturan terkait batas usia maksimum, di dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua disebutkan batas usia
maksimum pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ialah usia 65 (enam
puluh lima) tahun. Apabila ketentuan ini ditafsirkan secara sistematis
terhadap Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2015 yang
menyebutkan:
“Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga)

tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam
puluh lima) tahun.”

Dapat diketahui dari ketentuan tersebut bahwa usia maksimum dari

usia pensiun ialah 65 (enam puluh lima) tahun. Jika mengaitkan
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ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua dengan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun, maka dapat diketahui bahwa ketentuan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua dengan Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
sudah sinkron, karena sama-sama mengatur batas maksimum usia kerja
yang bisa memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar
65 (enam puluh lima) tahun.

Dari paparan di atas, diketahui bahwa Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagai peraturan tingkat pusat,
sudah menetapkan secara tegas bahwa seorang pekerja berhak
mendaftar kepesertaan asuransi sosial sampai setinggi-tingginya
berusia 65 (enam puluh lima) tahun. Merujuk kepada Tabel 5.7 dan
Tabel 5.9 di atas, diketahui bahwa ada produk hukum daerah yang

sudah sinkron terhadap ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
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Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
mengenai batas usia maksimum 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi ada
pula produk hukum daerah yang belum sinkron. Produk hukum daerah
yang sudah Kkonsisten dengan ketentuan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua tersebut antara lain Pasal 7 Ayat (1)
huruf ¢ dan d Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 66 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Rentan Melalui Program Berkat Pemerintah Kota Bitung dan Pasal 6
Ayat (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah. Kedua ketentuan dalam dua produk hukum
daerah tersebut menetapkan batas usia maksimum kepesertaan asuransi
sosial ketenagakerjaan sebesar 65 (enam puluh lima) tahun, sesuai
ambang batas pada Permenaker 5/2021. Sementara itu, Pasal 15
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Mamasa

Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima
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Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai
Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi Dan/Atau
Sumber Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat menetapkan
batas usia maksimum yang lebih rendah dari Permenaker 5/2021,
yakni hanya sebesar 60 (enam puluh) tahun.

Adanya inkonsistensi ketentuan syarat usia maksimum
kepesertaan asuransi sosial pada berbagai produk hukum daerah, dan
inkonsistensi produk hukum daerah tersebut terhadap Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagaimana uraian di atas,
berpotensi menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi
sosial bagi pekerja rentan. Diaturnya batas usia maksimum kepesertaan
asuransi sosial yang lebih rendah dari usia 65 (enam puluh lima) tahun,
bisa berpotensi menyebabkan ada pekerja rentan di atas 60 (enam
puluh) tahun tidak bisa mendaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dampak lainnya ialah terjadinya ketimpangan antara daerah yang
mengatur batas usia maksimum 65 (enam puluh lima) tahun dan

daerah yang mengatur batas usia maksimum 60 (enam puluh) tahun.
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b. Batas Usia Minimum Kepesertaan Asuransi Sosial Pekerja Rentan
Selain adanya inkonsistensi ketentuan tentang batas usia
maksimum, berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5.8 ada pula
inkonsistensi ketentuan tentang batas usia minimum. Perbedaan ini
dapat ditemukan di antara Peraturan Bupati Mamasa Nomor 14 Tahun
2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi Dan/Atau Sumber
Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat dengan Peraturan
Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pekerja
Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Mamasa Nomor 14
Tahun 2021 tersebut menentukan batas usia minimum kepesertaan
asuransi sosial pekerja rentan sebesar 17 (tujuh belas) tahun,
sedangkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun
2022 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah mengatur syarat
kepesertaan asuransi sosial pekerja rentan ialah sebesar 18 (delapan
belas) tahun. Adanya inkonsistensi ketentuan batas usia minimum

kepesertaan asuransi sosial tersebut juga bisa berdampak terhadap
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perlindungan asuransi sosial pekerja rentan. Dalam hal ini, Peraturan
Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pekerja
Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah mengatur batas usia minimum yang lebih tinggi, di
mana dapat menyebabkan pekerja di bawah usia 18 (delapan belas)
tahun atau pekerja anak, tidak bisa mendaftar kepesertaan asuransi
sosial meskipun pada kenyataannya sudah bekerja, sehingga
seharusnya pekerja tersebut berhak mendapatkan perlindungan

asuransi sosial pula.

4. Ketentuan Pendanaan Bantuan luran Asuransi Sosial bagi Pekerja
Rentan
Ketentuan terakhir yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah
ketentuan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial bagi pekerja rentan.
Perlu diingat kembali, pada saat ini peraturan pada tingkat pusat terkait
mekanisme bantuan iuran asuransi sosial ketenagakerjaan belum kunjung
ditetapkan oleh Pemerintah, karena perdebatan tentang substansi draf
rancangan peraturan pemerintah mengenai Penerima Bantuan luran (PBI)

Jamsosnaker masih bergulir di kementerian dan lembaga terkait.!"

170 Op. Cit., kontan.co.id. https://insight.kontan.co.id/news/pembahasan-aturan-pbi-jamsosnaker-
mandek> diakses pada 28 Juli 2023, pukul 03.49 WIB



https://insight.kontan.co.id/news/pembahasan-aturan-pbi-jamsosnaker-mandek
https://insight.kontan.co.id/news/pembahasan-aturan-pbi-jamsosnaker-mandek
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Terlepas dari hal tersebut, meskipun belum terdapat peraturan payung

mengenai hal itu, saat ini sudah banyak produk hukum daerah yang

mengatur tentang bantuan iuran asuransi sosial. Dari hasil penelitian,

setidak-tidaknya ditemukan 9 (sembilan) produk hukum daerah yang

memuat pengaturan mengenai dari mana sumber pendanaan bantuan iuran

asuransi sosial bagi pekerja rentan. Adapun produk hukum daerah tersebut

tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10

Perbandingan Pengaturan Pendanaan Asuransi Sosial Pekerja
Rentan di Beberapa Produk Hukum Daerah

No.

Tingkat
Peraturan

Sumber Pendanaan Bantuan luran
Asuransi Sosial Pekerja Rentan

APBD

TJSL

Wajib

Dapat

Wajib

Dapat

Pusat

Lampiran
Permen-
dagri
84/2022
sub bagian
G Dbutir 68
huruf g;
dan
L.Permen-
dagri
15/2023
bagian E
angka 2
butir ap
butir 21
huruf d

Daerah

19
Q)

Pasal
Ayat
Perbup
Seram
Bagian
Barat

25
(1)

Pasal
Ayat
Perbup
Sumenep
76/2022

Pasal
Ayat
Perbup
Seram
Bagian
Barat

27
Q)

Pasal 5
Ayat  (6)
Perbup
Demak
65/2019
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5/2022 5/2022

Pasal 19 Pasal 26

Ayat (1) Ayat  (5)

Perwal Perbup

Pekalongan Maluku

19B/2022 Tengah
2212020

Pasal 8 Pasal 33

Ayat (1) Ayat  (2)

Perwal Perda

Ambon Provinsi

34a/2020 Jawa Barat
5/2023

Pasal 11

Ayat (1)

Perbup

Mamasa

14/2021

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
Penjelasan terhadap Tabel 5.10 perlu dibagi ke dalam dua bagian,
yaitu penjelasan mengenai sumber pendanaan APBD dan sumber

pendanaan TJSL:

a. Penjelasan Tabel 5.10 tentang Ketentuan Sumber Pendanaan
Bantuan luran Asuransi Sosial Pekerja Rentan Melalui APBD

Berdasarkan Tabel 5.10 di atas, pertama-tama akan diulas

mengenai sumber pendanaan asuransi sosial pekerja rentan melalui

APBD. Tabel 5.10 menunjukkan bahwa terdapat dua tingkatan

peraturan berbeda yang mengatur mengenai pendanaan asuransi sosial

pekerja rentan. Di tingkat pusat terdapat satu peraturan meskipun

masih hanya tercantum pada bagian Lampiran, yakni Lampiran
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Permendagri 84/2022 sub bagian G butir 68 huruf g. Di dalam
Lampiran Permendagri 84/2022 disebutkan bahwa:
“Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk
membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

Peraturan terbaru dari Permendagri 84/2022 ialah Permendagri
15/2023 yang mengatur pedoman APBD 2024. Di dalam Lampiran
Permendagri 15/2023 bagian E angka 2 butir ap butir 21 huruf d juga
disebutkan hal serupa:
“Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan
anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja

rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Berangkat dari ketentuan tersebut diketahui bahwa dalam Lampiran
Permendagri 84/2022 dan Lampiran Permendagri 15/2023 digunakan
kata “dapat” sebagai operator untuk menjelaskan pedomannya. Secara
gramatikal, kata “dapat” menurut KBBI memiliki makna “mampu
(kuasa melakukan sesuatu)”. Memang, jika merujuk kepada Pasal 1
Angka 2 Permendagri 15/2023, disebutkan bahwa Pedoman
Penyusunan APBD hanya memberikan petunjuk dan arahan terhadap

pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD bagi asuransi sosial
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pekerja rentan, sehingga sifathya memang bukan mewajibkan dan
bukan merupakan norma.*’*

Hingga saat ini, baik dalam Undang-Undang Kesejahteraan
Sosial, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun peraturan
pelaksananya belum mengatur apakah diwajibkan atau tidaknya
penganggaran APBD untuk bantuan iuran asuransi sosial bagi pekerja
rentan, sehingga hal ini hanya merupakan diskresi masing-masing
daerah. Saat ini, hanya terdapat norma yang mengatur mengenai
bantuan sosial, di mana berdasarkan Pasal 298 Ayat (4) Undang-
Undang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 Bab Il Butir D Angka 2
huruf f, mengatur bahwa “bantuan sosial” dianggarkan dalam APBD
sesuai kemampuan keuangan daerah setelah Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam

peraturan perundang-undangan. Jadi, mengenai asuransi sosial sendiri

17 Lihat pula Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan butir 177 dan butir 178, disebutkan bahwa Penjelasan (yang
termuat dalam Lampiran) tidak boleh mencantumkan rumusan berisi norma dan tidak boleh
menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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belum terdapat norma di tingkat pusat mengenai kewajiban
penganggaran APBD untuk bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan.

Sementara itu, jika merujuk kepada Tabel 5.10, ada setidaknya
empat produk hukum daerah yang mewajibkan penganggaran bantuan
iuran asuransi sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui
APBD, dan ada satu peraturan yang tidak mewajibkan, melainkan
menggunakan kata “dapat” sebagaimana digunakan dalam Lampiran
Permendagri 84/2022 dan Lampiran Permendagri 15/2023. Keempat
produk hukum yang mewajibkan antara lain dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, Pasal 19 Ayat (5) Perbup Seram Bagian Barat 5/2022
menyatakan:

“Pembayaran iuran Pekerja Rentan dibayarkan oleh

pemerintah daerah melalui anggaran APBD dan disesuaikan
dengan kemampuan Keuangan Daerah.”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa iuran pekerja rentan dibebankan
kepada pemerindah daerah melalui anggaran APBD. Meskipun tidak
disebutkan secara eksplisit kata “wajib”, secara tersirat dapat
disimpulkan bahwa ketentuan tersebut bermaksud memberi perintah
kepada pemerintah daerah untuk membayar iuran asuransi sosial
pekerja rentan melalui APBD.

Kedua, Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Pekalongan

Nomor 19B Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
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Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan Berita
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 19B, menyatakan:

“Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja
Informal di Daerah, dibebankan pada: a. APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah; dan b. BPJS Ketenagakerjaan.”

Apabila ketentuan ini ditafsirkan secara sistematis terhadap Pasal 19
Ayat (5) Perbup Seram Bagian Barat 5/2022 di atas, maka disimpulkan
bahwa meskipun tidak terdapat kata “wajib” secara eksplisit, namun
ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor 19B Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan sudah
menunjukkan adanya perintah terhadap pemerintah daerah untuk
mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran asuransi sosial
pekerja rentan. Demikian pula dengan peraturan ketiga yakni Perwal
Ambon 34a/2020 yang berbunyi:

“Pemerintan Daerah membayar iuran Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah

(PBPU) di Lingkup Pemerintah Kota Ambon yang telah

terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
kepada BPJS Ketenagakerjaan.”

Ketentuan ini tidak memuat operator norma “wajib” secara langsung,
akan tetapi secara tersirat diketahui bahwa ketentuan tersebut
memerintahkan pemerintah daerah setempat untuk membayar iuran

asuransi sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerahnya.
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Keempat, Pasal 11 Ayat (1) Perbup Mamasa 14/2021 menyatakan
dengan eksplisit bahwa:
“Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah
kategori pekerja rentan, setiap tahun Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber
anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.”

Ketentuan dalam Perbup Mamasa 14/2021 ini sudah secara tersurat
mengatur bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan APBD
untuk bantuan iuran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Berbeda halnya dengan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Bupati
Sumenep Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumenep Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 76 yang mengatur:
“Penetapan menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumenep dapat memfasilitasi kepesertaan
Pekerja Rentan ke dalam program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dibantu OPD terkait, dan iuran dapat

dianggarkan melalui pembiayaan APBD Kabupaten Sumenep
sesuai dengan kebijakan dan kondisi keuangan daerah.”

Dalam ketentuan tersebut sudah secara tegas diatur bahwa
penganggaran asuransi sosial pekerja rentan dapat (atau bisa)
dilakukan melalui APBD. Jika mengacu pada tafsir gramatikal seperti
Lampiran Permendagri 84/2022 dan Lampiran Permendagri 15/2023,
diketahui bahwa arti kata “dapat” ialah “mampu (kuasa melakukan

sesuatu)” atau dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai
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“kewenangan melakukan sesuatu”. Hal ini menunjukkan ketentuan
tersebut tidak mewajibkan penganggaran melalui APBD, dan bahwa
penganggaran melalui APBD hanyalah sebuah alternatif (boleh
dilakukan dan boleh tidak dilakukan).

Jika ditinjau secara vertikal, keempat produk hukum daerah
yang menggunakan operator norma “wajib” sudah mengatur dengan
lebih tinggi daripada Lampiran Permendagri 84/2022 dan Lampiran
Permendagri 15/2023 yang hanya menggunakan operator “dapat”.}’?
Sementara satu produk hukum daerah yang menggunakan operator
norma “dapat” juga masih konsisten dengan Lampiran Permendagri
84/2022 dan Lampiran Permendagri 15/2023, sehingga dalam hal ini
tidak terdapat pertentangan atau ketidakseragaman antara regulasi
tingkat pusat dengan regulasi tingkat daerah. Namun demikian, jika
ditinjau secara horizontal antara keempat produk hukum daerah yang
mewajibkan penganggaran melalui APBD, dengan produk hukum
daerah yang tidak mewajibkan (menggunakan kata “dapat”), maka hal
ini menunjukkan adanya ketidakseragaman pada produk hukum
antar daerah. Hal selanjutnya yang perlu diteliti ialah, apakah

ketidakseragaman tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap

172 Berdasarkan asas legalitas, Lampiran Permendagri 84/2022 dan Lampiran Permendagri
15/2023 memang seharusnya secara formil tidak menimbulkan akibat hukum pada keberlakuan
empat produk hukum daerah yang tidak seragam tersebut, karena Lampiran Permendagri
84/2022 berlaku pada tanggal 23 September 2022 dan Lampiran Permendagri 15/2023 berlaku
pada 13 Oktober 2023, yang mana lebih baru dibandingkan dengan empat produk hukum
daerah lainnya yang berlaku lebih dahulu.
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perlindungan asuransi sosial pekerja rentan. Untuk menjawab
pertanyaan ini, perlu dikaitkan dengan asas atau prinsip dasar dalam
Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap Pasal 4 huruf f
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan bahwa

“Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  diselenggarakan
berdasarkan pada prinsip: ... f. portabilitas”.

Adapun dari ketentuan tersebut diketahui bahwa salah satu prinsip
dasar dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ialah prinsip portabilitas.
Jika hal ini kemudian ditafsirkan lebih lanjut secara sistematis terhadap
Penjelasan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, yang dimaksud dengan prinsip portabilitas ialah:

“Prinsip yang memberikan jaminan yang berkelanjutan

meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari Penjelasan Pasal 4 huruf f tersebut diketahui, setiap masyarakat
bebas berpindah tempat tinggal dan pekerjaan dalam wilayah NKRI,
namun kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu ataupun
meniadakan hak masyarakat untuk memperoleh asuransi sosialnya.
Prinsip portabilitas tersebut akan dapat diwujudkan bilamana
produk hukum suatu daerah tidak bertentangan dengan daerah yang
lain. Oleh sebab itu, ketidakseragaman antara produk hukum daerah
tentang pendanaan bantuan iuran melalui APBD berpotensi

menimbulkan dampak yang merugikan terhadap perlindungan
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asuransi sosial pekerja rentan, karena dana bantuan iuran menjadi tidak
bisa berkelanjutan (unsustainable). Apabila masih ada produk hukum
daerah yang tidak seragam dengan daerah lain yang mewajibkan
penganggaran melalui APBD, maka bisa terjadi pekerja rentan yang
pindah bekerja ke daerah tersebut tidak dapat memperoleh bantuan
iuran asuransi sosial ketenagakerjaan, karena peraturan di daerah a quo
tidak mewajibkan penganggaran melalui APBD, dan oleh karena itu
pekerja tersebut tidak bisa membayar iuran dan memperoleh manfaat
asuransi sosial sebagaimana mestinya. Dampak lain yang dapat timbul
dari keadaan disharmoni tersebut yaitu berupa ketimpangan antar
daerah, di mana daerah yang satu memberikan perlindungan lebih
terhadap pekerja rentan, dan daerah yang lain berpotensi kurang

melindungi pekerja rentan.

. Penjelasan Tabel 5.10 tentang Ketentuan Sumber Pendanaan
Bantuan luran Asuransi Sosial Pekerja Rentan Melalui Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Ulasan Tabel 5.10 selanjutnya yaitu mengenai sumber
pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan yang berasal
dari dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social
Responsibility (selanjutnya disebut “TJSL”). Berdasarkan Tabel 5.10,

diketahui bahwa pada saat ini belum terdapat peraturan tingkat pusat
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yang mengatur penganggararan bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan pada program TJSL, akan tetapi ternyata hal ini sudah diatur
secara otonom oleh berbagai daerah di Indonesia. Dari sampel
peraturan hasil penelitian, ada dua muatan ketentuan yang berbeda, di
mana dari antara dua muatan tersebut, tiga produk hukum daerah
mewajibkan agar perusahaan di daerah yang bersangkutan
menganggarkan dana TJSL untuk bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan, tetapi di sisi lain ada satu produk hukum daerah yang tidak
mewajibkan melainkan menggunakan kata “dapat”.

Ketiga produk hukum daerah yang mewajibkan TJSL akan
diuraikan satu per satu sebagai berikut. Pertama, Pasal 27 Ayat (5)
Perbup Seram Bagian Barat 5/2022 menyatakan:

“Perusahaan  melalui  CSR  berkewajiban  membantu

Pemerintah Daerah terkait perlindungan pekerja rentan untuk

diikutkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk

pembiayaan atau pembayaran iuran bagi pekerja rentan
peserta bukan penerima upah, dan bantuan iurannya mengacu

pada kemampuan perusahaan dan Pembayaran iuarannya
minimal untuk 12 (dua belas) bulan.”

Ketentuan tersebut secara eksplisit telah memberikan perintah berupa
kewajiban kepada perusahaan untuk memberikan penganggaran
asuransi sosial pekerja rentan melalui TJSL. Kedua, Pasal 26 Ayat (5)
Perbup Maluku Tengah 22/2020 yang menyatakan:
“Tanggung jawab sosial (CSR) adalah bantuan pembiayaan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pekerja rentan

yang berada di wilayah perusahaan maka perusahaan
berkewajiban  membantu  pemerintah  daerah terkait
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perlindungan pekerja rentan untuk diikutkan pada program
BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk pembiayaan atau
pembayaran iuran bagi pekerja rentan peserta bukan penerima
upah, dan bantuan iurannya mengacu pada kemampuan
perusahaan dan Pembayaran iurannya minimal untuk 12 (dua
belas) bulan.”

Sama seperti ketentuan yang disebutkan pertama, pada ketentuan ini
juga sudah dieksplisitkan mengenai kewajiban perusahaan untuk
menganggarkan asuransi sosial pekerja rentan melalui program TJSL.
Ketiga, Pasal 33 Ayat (2) Perda Provinsi Jawa Barat 5/2023 berbunyi:
“Partisipasi  dunia usaha dalam pembayaran iuran
kepesertaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari dana pertangqungjawaban sosial.

Ketentuan dalam Perda Provinsi Jawa Barat 5/2023 ini mengatur
bahwa perusahaan wajib mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dana TJSL untuk pembiayaan iuran kepesertaan asuransi sosial
bagi pekerja rentan.
Selanjutnya, ketiga peraturan tersebut perlu dibandingkan
dengan Pasal 5 Ayat (6) Perbup Demak 65/2019 yang berbunyi:
“Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
dalam pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan dapat dibiayai dari dana Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) dunia usaha
maupun Lembaga lainnya.”

Ketentuan dalam Perbup Demak 65/2019 menyatakan secara eksplisit
penggunaan operator norma “dapat”. Jika kembali menggunakan tafsir

secara gramatikal, arti kata “dapat” menurut KBBI ialah
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kuasa/kesanggupan melakukan sesuatu, yang dalam bahasa hukum
menjadi “kewenangan melakukan sesuatu”. Beranjak dari pengertian
ini, ketentuan Pasal 5 Ayat (6) Perbup Demak 65/2019 tersebut berarti
hanya memberikan opsi atau pilihan kepada perusahaan, sehubungan
dengan apakah perusahaan hendak mengalokasikan dana TJSL untuk
pembiayaan iuran asuransi sosial pekerja rentan, ataukah tidak memilih
untuk melakukannya. Dengan demikian, tampak adanya perbedaan
mencolok antara ketiga produk hukum daerah yang mewajibkan
penganggaran bantuan iuran, dengan satu produk hukum daerah yang
tidak mewajibkan, dan oleh karena itu terbukti bahwa terdapat
ketidakseragaman antarproduk hukum daerah terkait pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan melalui TJSL.

Lantas, selanjutnya perlu diteliti  kembali  apakah
ketidakseragaman ketentuan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial
pekerja rentan melalui TJSL ini dapat menimbulkan dampak terhadap
perlindungan asuransi sosial pekerja rentan. Adapun sebenarnya
dampak yang dapat timbul hampir sama dengan penjelasan pada poin a
tentang pendanaan bantuan iuran asuransi sosial melalui APBD,
sehingga ketidakseragaman ketentuan pendanaan bantuan iuran
asuransi sosial bagi pekerja rentan melalui TJSL sejatinya juga
berpotensi menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi

sosial pekerja rentan. Untuk menjelaskan hal ini, perlu diketahui esensi
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pengaturan tentang bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan, yakni
semata-mata ialah demi menyukseskan program nasional yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui perwakilannya yakni
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Misi utama
dari diaturnya pendanaan bantuan iuran asuransi sosial melalui TJSL
adalah untuk meringankan beban ekonomi pekerja rentan demi
terwujudnya prinsip kepesertaan bersifat wajib secara bertahap dalam
Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau dengan kata lain agar sebanyak
mungkin pekerja tergabung dalam program jaminan sosial.

Oleh karena itu, secara logis, jika terdapat pengaturan yang
berbeda-beda mengenai pendanaan bantuan iuran asuransi sosial
melalui TJSL di berbagai daerah, dalam arti bahwa ada daerah yang
mengatur lebih tinggi dan ada daerah yang mengatur dengan lebih
rendah, maka ketidakseragaman semacam ini akan bisa menghambat
tercapainya misi utama Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana
dimaksud di atas. Dampak yang dapat timbul ialah berupa
ketidakadilan terhadap pekerja rentan antar daerah, karena di daerah
yang satu ketentuan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial
diwajibkan, sementara di daerah lainnya hal itu tidak diwajibkan.
Dengan kata lain, bisa terjadi ketimpangan antar daerah, di mana

daerah yang satu memberikan perlindungan yang lebih kepada pekerja



254

rentan, namun sebaliknya di daerah lain pekerja rentan kurang

terlindungi.

Apabila keseluruhan alur penelitian di atas digambarkan melalui

bagan, maka dapat digambarkan melalui dua bagan sebagai berikut:

Bagan 5.3
Kekosongan Peraturan Pelaksana Sehubungan Dengan Asuransi
Sosial Pekerja Rentan di Tingkat Pusat

Pekerja yang mampu Pekerja yang tidak
membayar iuran mampu membayar iuran
UU 40/2004 Tentang UU 11/2009 Tentang
SJSN Kesejahteraan Sosial
Jaminan Jaminan Jaminan Jaminan
Kesehatan Ketenagakerjaan Kesehatan Ketenagakerjaan
Peraturan Peraturan terkait: Peraturan terkait: Belum terdapat PP
terkait: PP 109/2013; PP PP 101/2012 PBI Jaminan
Perpres 82/2018 44/2015, PP 45/2015, tentang Penerima Ketenagakerjaan.
tentang Jaminan PP 46/2015; PP 37/2021 Bantuan luran Masih terdapat
Kesehatan beserta beserta Perubahannya; Jaminan Kesehatan kekosongan
Perubahannya Permenaker 5/2021; dst. beserta peraturan tingkat
Perubahannya pusat.

Sumber: Hasil, Penelitian, 2023.
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Keberadaan Disharmoni Ketentuan Asuransi Sosial Pekerja Rentan
Beserta Dampak yang Dapat Ditimbulkan Terhadap Perlindungan
Asuransi Sosial bagi Pekerja Rentan

Jenis

Ketentuan I

Ketentuan
Kategorisasi
Pekerja Rentan

Ketentuan
Kualifikasi
Pekerja Rentan

A\

Substansi Peraturan yang
Saling Disharmoni pada
Tiap Jenis Ketentuan

Pekerja rentan
berasal dari
Pekerja Informal —

Pekerja rentan _
berasal dari
Pekerja Formal

@ D

Kualifikasi berdasarkan 5 hal:
kondisi kerja jauh dari standar, risiko
kerja tinggi, penghasilan sangat minim,
pertahanan lemah terhadap gejolak
ekonomi, tingkat kesejahteraan di

bawah rata-rata -

Kualifikasi hanya berdasarkan 1 hal:
aktivitas pekerjaan berisiko tinggi

terhadap kecelakaan kerja

‘ Pekerja di bidang

Ketentuan )
Asuransi Ketentuan Jenis
Sosial Pekerjaan Rentan
Pekerja
Rentan

Ketentuan Syarat
Usia Kepesertaan
Asuransi Sosial
Pekerja Rentan

keagamaan dan sosial,
‘ jasa, dan barang

q

Usia 60 tahun =
Maksimum
65 tahun
17 tahun
Usia
T 18 tahun

Tidak ada ketentuan ‘
usia minimum

4
%

\
4

Dampak yang Dapat
Ditimbulkan dari
Disharmoni pada Tiap
Jenis Ketentuan

Kategori pekerja rentan
bisa menjadi tidak jelas
dan tidak tepat sasaran

Perlindungan asuransi
sosial melalui bantuan
iuran bisa tidak tepat
sasaran karena
kualifikasi pekerja
rentan terlampau luas

Tidak menimbulkan
dampak potensial

Usia maksimum /
minimum yang tidak
termasuk jangkauan
yang ditentukan, bisa

tidak terlindungi

Wajib _ Bisa mengganggu prinsip portabilitas

Ketentuan Sumber Melalui ° dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pendanaan Bantuan A%glgl B dan bisa menimbulkan ketidakadilan

luran Asuransi P atau ketimpangan antar daerah

Sosial Pekerja

Rentan Melalui ..
TJISL Wajib  _ . . . .
Bisa menimbulkan ketidakadilan atau

ketimpangan antar daerah

Sumber: Hasil, Penelitian, 2023.
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B. Pengaturan Asuransi Sosial bagi Pekerja Rentan Dalam Rangka
Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan pada subbab
sebelumnya, telah terlihat bahwa terdapat disharmoni dari setidaknya empat
jenis ketentuan mengenai asuransi sosial pekerja rentan dalam berbagai
produk hukum daerah, antara lain disharmoni ketentuan terkait kategorisasi
pekerja rentan, ketentuan kualifikasi pekerja rentan, ketentuan syarat usia
maksimum/minimum kepesertaan asuransi sosial pekerja rentan, dan
ketentuan sumber pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan
melalui APBD dan TJSL. Selain itu, terjawab pula bahwa disharmoni yang
terjadi pada keempat jenis ketentuan tersebut seluruhnya berpotensi
menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja
rentan, di mana potensi dampak yang dimaksud juga bermacam-macam.
Berangkat dari hasil penelitian tersebut, hal selanjutnya yang perlu dijawab
ialah, bagaimana seharusnya asuransi sosial itu diatur demi mewujudkan
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Guna menjawab hal ini, perlu diuraikan
kembali satu per satu mengenai bentuk disharmoni yang terjadi pada keempat
ketentuan itu, agar dapat dianalisis manakah cara harmonisasi yang tepat

untuk meregulasi ulang masing-masing ketentuan tersebut.
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1. Pengaturan Ketentuan tentang Kategorisasi Pekerja Rentan

Sebagaimana hasil penelitian yang ditunjukkan dalam Bagan 5.4,
diketahui bahwa di dalam beberapa produk hukum daerah, didapatkan dua
kategori pekerja rentan, di mana ada peraturan yang mengategorikan
pekerja rentan dari pekerja sektor informal, namun ada pula yang tidak
mengelompokkan, dan hal terakhir ini memberikan makna ganda. Makna
ganda yang dimaksud yaitu bahwa pekerja rentan juga bisa berasal dari
pekerja sektor formal atau pekerja Penerima Upah (yang aktivitas
pekerjaannya berisiko tinggi).!”® Implikasi yang dapat timbul dari adanya
ketidakseragaman ini yaitu bisa menyebabkan adanya ketidakjelasan
apakah pekerja rentan hanya termasuk kelompok pekerja dari sektor
informal, ataukah juga bisa berasal dari pekerja sektor formal, sehingga
bisa menyebabkan peraturan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Pekerja
sektor formal sejatinya sudah memiliki ketentuan mengenai asuransi sosial
tersendiri, di mana pembayaran iuran asuransi sosialnya berasal dari
presentase upah pekerja dan dari Pemberi Kerja, sehingga dalam hal ini
tidak diperlukan bantuan iuran dari Pemerintah. Dengan demikian, untuk
menghindari adanya celah hukum yang mengakibatkan peraturan menjadi

tidak tepat sasaran, kategori pekerja rentan perlu dilimitasi.

173 Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan
Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
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Hal ini perlu diatur secara jelas, sebab berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik, memang ada pula penduduk miskin yang bekerja di sektor
formal, dan membuka peluang bahwa pekerja rentan juga bisa berasal dari
sektor formal.}’* Padahal, sejatinya pekerja sektor formal sudah memiliki
pengaturan asuransi sosial di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, di mana iuran dibayarkan melalui pemotongan upah.
Dengan demikian, agar peraturan mengenai pekerja rentan menjadi jelas
dan tepat sasaran, perlu ditegaskan bahwa pekerja rentan ialah yang
berasal dari kelompok sektor informal saja.

Berkaca pada situasi tersebut, tentu harus dilakukan penyesuaian
pengaturan untuk menghindari terjadinya dampak potensial yang tidak
diinginkan. Oleh karena disharmoni ini terjadi antara produk hukum
daerah antar daerah, maka penyesuaian pengaturan yang harus dilakukan
pertama-tama ialah dengan meregulasi ketentuan kategoriasasi pekerja
rentan di dalam suatu regulasi tingkat pusat, dan kedua, regulasi tingkat
pusat inilah yang akan menjadi peraturan acuan bagi daerah dalam
mengatur mengenai kategorisasi pekerja rentan di daerahnya. Dengan kata
lain, pengaturan ketentuan tentang kategorisasi pekerja rentan pada produk

hukum daerah harus dilakukan dengan metode harmonisasi hukum secara

174 Op. Cit.,, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Rembang.
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vertikal. Keadaan disharmoni tersebut beserta penyesuaian pengaturan

yang dimaksud, apabila digambarkan dengan bagan, ialah sebagai berikut:

Bagan 5.5
Disharmoni Ketentuan Kategorisasi Pekerja Rentan dari Beberapa Produk
Hukum Daerah, Dampak Potensial, Cara Pengaturan yang Sesuai, dan
Proses Harmonisasinya

Dampak potensial:
Apa yang dimaksud pekerja
rentan menjadi tidak jelas
dan tidak tepat sasaran

Disharmoni i B

Pekerja rentan
berasal dari
kelompok
pekerja formal
(dalam 4 sampel
produk hukum
daerah)

— ——
——— —

-~
/’ \\

A Cara pengaturan: N
{ Perlu diatur seragam dengan
\\ regulasi tingkat pusat, /

7 - —

So seperti melalui PP - >~
~ . Y
~~_ - 4 Istilah \

A ,I “Pekerja” perlu
] \ diganti dengan

]
\ (3 299 /
B Harmonisasi « Tenaga Kerja L’
B vertikal SS~a___-"
m

i

’—_—_ _-~~
~
- ~

g Produk Hukum Daerah =
l mengikuti pengaturan \|
\ kategorisasi pekerja /
Q - rentan berdasarkan PP o

~ -
~~~ -
— e —— —

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
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Dalam Bagan 5.5, terlihat bahwa area A adalah pengaturan
kategorisasi pekerja rentan yang mengelompokkan pekerja rentan ke
dalam pekerja sektor informal, dan area B merupakan area pengaturan
kategorisasi pekerja rentan yang mengelompokkan pekerja rentan ke
dalam pekerja sektor formal. Ketidaksinkronan antara gambar A dan B
perlu diatur secara seragam dengan menegaskan dalam peraturan tingkat
pusat bahwa pekerja rentan hanya berasal dari kelompok pekerja sektor
informal. Kemudian, langkah selanjutnya ialah produk hukum daerah
harus melakukan penyesuaian atau harmonisasi secara vertikal terhadap
regulasi tingkat pusat tersebut.

Perlu dikemukakan pula, terkait dengan peristilahan yang
digunakan, agar sinkron dengan istilah yang terdapat dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan, sebaiknya istilah “pekerja rentan” diubah
menjadi “tenaga kerja rentan”. Istilah “tenaga kerja rentan” menunjukkan
bahwa subjek kelompok rentan yang hendak diatur ialah orang yang
bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan saat ini, yang dimaksud dengan “pekerja” ialah
orang yang bekerja dengan menerima upah, atau dengan kata lain berada
di dalam hubungan kerja. Padahal, subjek yang hendak dirujuk melalui
ketentuan asuransi sosial a quo adalah orang yang bekerja di luar

hubungan kerja. Dengan demikian, untuk mengantisipasi adanya
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ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perlu
dilakukan penyesuaian istilah.

Adapun sehubungan dengan jenis peraturan perundang-undangan
tingkat pusat yang dimaksud, dapat berupa Peraturan Pemerintah. Ada
beberapa alasan yang menunjukkan Peraturan Pemerintah merupakan
produk hukum yang paling sesuai untuk mengatur kategorisasi pekerja
rentan. Pertama, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang
menempati tingkat keempat dalam hierarki peraturan perundang-
undangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri

atas:
h. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
k. Peraturan Pemerintah;
I. Peraturan Presiden;
m. Peraturan Daerah Provinsi; dan
n. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai
dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

N

Berdasarkan ketentuan di atas, Peraturan Pemerintah menempati posisi
hanya satu tingkat di bawah undang-undang, sehingga secara hierarkis hal
ini bisa lebih memberikan keuntungan terhadap proses harmonisasi

vertikal antara produk hukum daerah dengan peraturan tingkat pusat,
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berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih
tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Kedua, Peraturan Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai
peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya, di mana dalam hal ini sesuai untuk kebutuhan hukum
pengaturan kategorisasi pekerja rentan yang merupakan pelaksanaan
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.!”™ Ketiga, tidak jarang
ditemukan produk hukum daerah yang tidak mendasarkan peraturannya
kepada Peraturan Menteri, karena masih terdapat perbedaan pandangan
antara kementerian sektoral mengenai perlu atau tidaknya mencantumkan
Peraturan Menteri sebagai dasar hukum pada pembentukan suatu produk
hukum daerah.'’® Dengan demikian, jika dibandingkan dengan Peraturan
Menteri, akan lebih aman untuk menggunakan Peraturan Pemerintah
sebagai wadah produk hukum karena Peraturan Pemerintah tidak bersifat
sektoral, sehingga tidak bisa disimpangi oleh daerah.

Berangkat dari ketiga alasan tersebut, maka kategorisasi pekerja
rentan pertama-tama seharusnya diregulasi dalam suatu Peraturan
Pemerintah. Selanjutnya, agar pengaturan tentang kategorisasi pekerja
rentan tersebut harmonis atau seragam di daerah yang satu dengan daerah

yang lain, maka produk hukum daerah yang mengatur perihal yang sama

175 pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
176 Op. Cit., Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, him. 880.
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perlu mendasarkan substansi peraturannya pada Peraturan Pemerintah a

quo. Demikianlah proses harmonisasi hukum secara vertikal berlangsung.

. Pengaturan Ketentuan tentang Kualifikasi Pekerja Rentan

Pada bagian awal bab ini telah dikemukakan bahwa unsur atau
kualifikasi pekerja rentan masih baru terdapat pada berbagai produk
hukum daerah. Adapun dari beberapa produk hukum daerah yang memuat
kualifikasi pekerja rentan, ternyata masih memuat kualifikasi yang tidak
seragam. Oleh sebab itu, dilakukan konstruksi analogi dari Tabel 5.2, dan
diperoleh kesimpulan bahwa pekerja rentan juga termasuk ke dalam
kelompok fakir miskin yang iuran asuransi sosialnya ditanggung oleh
Pemerintah berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Kesejahteraan
Sosial. Kendati demikian, terdapat beberapa kritik terhadap ketentuan ini
sehubungan dengan ketidakseragaman antar peraturan tingkat daerah,
sehingga ketentuan ini perlu diseragamkan. Di bawah ini akan diuraikan
mengenai bagaimana seharusnya kualifikasi pekerja rentan itu diatur.

Perlu diulas kembali secara singkat, permasalahan disharmoni
ketentuan tentang kualifikasi pekerja rentan ialah menyangkut beberapa
produk hukum daerah yang hanya memasukkan satu kualifikasi pekerja
rentan saja, padahal seharusnya terdapat beberapa kualifikasi lainnya agar
seorang pekerja bisa disebut sebagai pekerja rentan. Dengan hanya

dimasukkan satu kualifikasi saja, maka bisa menyebabkan ketercakupan
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pekerja rentan menjadi terlampau luas, dan perlindungan asuransi
sosialnya menjadi tidak tepat sasaran. Untuk menjelaskan lebih lanjut
mengenai disharmoni ketentuan kualifikasi pekerja rentan ini, akan
diperlihatkan melalui bagan di bawah ini:

Bagan 5.6

Disharmoni Ketentuan Kualifikasi Pekerja Rentan dari Beberapa Produk
Hukum Daerah dan Dampak Potensialnya

A B

Risiko kerja
tinggi, kondisi
kerja jauh dari

standar

Aktivitas
pekerjaan
berisiko tinggi

tarhadan
LUt iaua

'J

Penghasilan
sapgat minim

kecelakaan kerja

Pertahanan lemah
terhadap gejolak
ekonomi, tingkat
kesejahteraan di
bawah rata-rata

Merupakan kualifikasi Pekerj erupakan kualifikasi Pekerja
Rentan (dalam 5 produk Rentan (dalam 3 produk
hukum daerah) hukum daerah)
/ Dampak potensial: sehingga cakupan pekerja \
Kualifikasi yang terdapat pada gambar B bisa rentan menjadi terlampau
menimbulkan tafsir bahwa lingkup pekerja luas, dan akan mengakibatkan
yang termasuk pekerja rentan hanya diukur perlindungan asuransi sosial
berdasarkan kualifikasi risiko kerja saja, tanpa tidak tepat sasaran
memasukkan kualifikasi penghasilan dan sehubungan dengan subjek
klainnya sebagaimana termuat dalam gambar A. yang hendak diatur. /

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
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Dari Bagan 5.6 di atas, diketahui bahwa gambar A merupakan
ilustrasi terhadap beberapa produk hukum daerah yang sudah memasukkan
setidaknya lima kualifikasi yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dapat
dikatakan sebagai pekerja rentan. Sementara, gambar B merupakan
ilustrasi terhadap beberapa produk hukum daerah yang hanya
memasukkan satu kualifikasi dari antara kelima kualifikasi yang
seharusnya dimuat dalam produk hukum daerah tersebut. Dengan adanya
ketidakseragaman antara produk hukum daerah dari daerah yang satu
dengan daerah yang lain, dapat menimbulkan dampak potensial berupa
perlindungan asuransi sosial yang tidak tepat sasaran sehubungan dengan
subjek yang diatur, terutama perlindungan yang berkaitan dengan
distribusi dana bantuan iuran asuransi sosial. Oleh karena disharmoni
berdasarkan bagan di atas terjadi secara horizontal (antar daerah), maka
harus dilakukan penyesuaian pengaturan dengan cara harmonisasi vertikal.

Adapun proses harmonisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
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Bagan 5.7
Proses Harmonisasi Ketentuan Kualifikasi Pekerja Rentan

Risiko kerja
tinggi, kondisi
kerja jauh dari

standar pada

umumnya

Penghasilan
sangat minim
(di bawati, M)

Tidak mampu
membayar iuran
asuransi sosial

1
Perlu diatur terlebih dahulu dengan
regulasi tingkat pusat, seperti dengan |
)

( Cara pengaturan:

1

1

| Peraturan Pemerintah (PP)

Produk Hukum Daerah mengikuti
pengaturan kualifikasi pekerja

[
1
1
1 rentan berdasarkan PP

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Proses harmonisasi yang ditunjukkan pada Bagan 5.7 di atas
merupakan proses harmonisasi vertikal, yang bertujuan untuk merumuskan
secara lengkap kualifikasi pekerja rentan sehingga dapat memberikan
kejelasan dari peraturan yang bersangkutan. Unsur-unsur atau kualifikasi
dari pekerja rentan harus terukur, agar tidak tercampuraduk dengan

pengertian “fakir miskin” yang menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan
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Kesehatan. Perlu ditegaskan bahwa kualifikasi pekerja rentan ialah
modifikasi unsur fakir miskin ditambah kualifikasi “tenaga kerja”. Jadi,
apa yang dimaksud dengan pekerja rentan harus memenuhi setidaknya
kualifikasi berikut: merupakan tenaga kerja di luar hubungan kerja yang
berpenghasilan sangat minim (jauh di bawah standar Upah Minimum),
risiko kerja tinggi karena jauh dari standar perlindungan ketenagakerjaan
yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga
menyebabkan tidak mampu membayar (baik sebagian ataupun seluruh)
iuran asuransi sosial yang diwajibkan kepesertaannya oleh undang-
undang. Kualifikasi tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak boleh
hanya memuat sebagian kualifikasi saja, karena kualifikasi tersebut tidak
bisa berdiri sendiri-sendiri atau parsial. Dengan demikian, terlepas dari
ketidaksesuaian istilah “pekerja” menurut Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sampai di titik
ini bisa didapatkan kesimpulan bahwa pekerja rentan merupakan pekerja
yang tidak mampu membayar iuran asuransi sosial akibat dari jumlah
penghasilan yang sangat minim dan kondisi pekerjaannya yang jauh dari
standar, sehingga membutuhkan bantuan iuran asuransi sosial dari
Pemerintah.

Kualifikasi pekerja rentan secara lengkap harus diregulasi terlebih
dahulu di dalam suatu peraturan tingkat pusat berupa Peraturan

Pemerintah. Alasan mengenai mengapa Peraturan Pemerintah merupakan
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jenis peraturan perundang-undangan yang paling tepat, sama dengan
penjelasan pada poin tentang kategorisasi pekerja rentan di atas, antara lain
karena: secara hierarkis lebih menguntungkan, fungsi Peraturan
Pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan hukum yakni untuk
menjalankan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan
Peraturan Pemerintah tidak bersifat sektoral seperti halnya Peraturan
Menteri, sehingga tidak bisa disimpangi oleh daerah dalam membentuk
produk hukum daerah. Selanjutnya, produk hukum daerah harus
menyesuaikan pengaturan kualifikasi pekerja rentan dengan pengaturan
pada Peraturan Pemerintah a quo, sehingga antara daerah yang satu
dengan yang lain terdapat keseragaman karena berkiblat kepada satu

Peraturan Pemerintah yang sama.

. Pengaturan Ketentuan tentang Syarat Usia Kepesertaan Asuransi
Sosial Pekerja Rentan

Beberapa produk hukum daerah telah mengatur persyaratan batas
usia agar seorang pekerja dapat mendaftar kepesertaan asuransi sosial.
Batas usia merupakan persyaratan administratif yang penting bagi teknis
penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pembahasan berikut ini
menyinggung tentang bagaimana seharusnya pengaturan ketentuan syarat
usia kepesertaan asuransi sosial dalam beberapa produk hukum daerah,

yang rupanya juga mengalami disharmoni. Uraian mengenai hal ini akan
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dibagi ke dalam dua bagian, antara lain pengaturan syarat usia maksimum

dan pengaturan syarat usia minimum.

a. Pengaturan Syarat Usia Maksimum Kepesertaan Asuransi Sosial
Pekerja Rentan
Apabila merujuk kepada hasil penelitian pada subbab
sebelumnya, ada setidaknya empat produk hukum daerah yang menjadi
sampel penelitian, di mana keempat produk hukum daerah ini memuat
pengaturan yang berbeda terkait batas usia maksimum. Bagan yang
dapat menggambarkan disharmoni itu beserta dampak potensialnya,

sebagai berikut:
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Bagan 5.8
Disharmoni Ketentuan Syarat Usia Maksimum Kepesertaan Asuransi Sosial
Pekerja Rentan dari Beberapa Produk Hukum Daerah, Dampak Potensial,
dan Proses Harmonisasinya

—————
e ~
N

" Alasan: Ps. 15 @
H PP 45/2015 > ‘.

Usia Pensiun = )
Pasal 33 (1) huruf b S 65 tahun I

Permenaker 5/2021 - S - -
syarat usia maksimum:

S — sebelum usia 65 tahun

r
Harmonisasi
Vertikal

B
A 60 tahun 65 tahun
(dalam 2 produk hukum (dalam 2 produk hukum
daerah yang juga berlaku daerah yang berlaku
tahun 2021) tahun 2021 & 2022)
(- )

Dampak potensial:
Pada gambar A, pekerja rentan di atas
60 tahun tidak bisa mendaftar
kepesertaan asuransi sosial. Selain itu,
akan ada gap antara produk hukum
daerah pada gambar A dan gambar B
\_ pada g g Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Berdasarkan Bagan 5.8 di atas, perlu diketahui bahwa terdapat
dua tipe disharmoni, yaitu disharmoni antara produk hukum daerah
pada gambar A terhadap Pasal 33 Ayat (1) huruf b Permenaker
5/2021, dan yang kedua ialah disharmoni di antara produk hukum

daerah itu sendiri, yaitu antara gambar A dan gambar B. Oleh karena
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itu, perlu dilakukan harmonisasi vertikal antara produk hukum
daerah pada gambar A dengan ketentuan dalam Permenaker 5/2021,
di mana batas usia maksimum kepesertaan asuransi sosial pada produk
hukum daerah tersebut seharusnya diubah menjadi sebelum mencapai
usia 65 (enam puluh lima) tahun. Jika dilakukan harmonisasi seperti
ini, maka antara produk hukum daerah satu sama lain tidak akan terjadi

gap sebagaimana ditunjukkan pada gambar A dan gambar B.

. Pengaturan Syarat Usia Minimum Kepesertaan Asuransi Sosial
Pekerja Rentan

Dari hasil penelitian pada subbab sebelumnya, terdapat
setidaknya tiga sampel peraturan yang mengalami disharmoni
sehubungan dengan batas usia minimum. Disharmoni yang terjadi

antara lain digambarkan dengan bagan di bawah ini:
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Bagan 5.9
Disharmoni Ketentuan Syarat Usia Minimum Kepesertaan Asuransi Sosial
Pekerja Rentan dari Beberapa Produk Hukum Daerah, Dampak Potensial,
Cara Pengaturan yang Sesuai, dan Proses Harmonisasinya
’ \
Cara pengaturan: I
Perlu diatur dalam regulasi tingkat pusat 1
tentang usia minimum kepesertaan asuransi !
sosial sebesar 15 tahun, sesuai dengan Usia :
Minimum Diperbolehkan Bekerja ]

Harmonisasi
Vertikal

o ———

A

17 tahun
(dalam 2 produk
hukum daerah)

18 tahun
(dalam 1 produk
hukum daerah)

Tidak menentukan usia
minimum (dalam 1
produk hukum daerah)

(- )

Dampak potensial:

Dapat menyebabkan pekerja di
bawah usia 18 tahun atau pekerja
anak, tidak bisa mendapatkan
perlindungan asuransi sosial

\ meskipun sudah bekerja.

J

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
Berdasarkan Bagan 5.9 diketahui bahwa ada dua muatan ketentuan
yang saling berbeda pada gambar A dan gambar B. Meskipun
perbedaannya hanya terpaut satu tahun, namun secara normatif
ketidakseragaman ini  berpotensi menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang dapat timbul dari ketentuan pada gambar B, yaitu
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bahwa pekerja yang berusia 17 (tujuh belas) tahun bisa tidak dapat
mendaftar kepesertaan asuransi sosial karena ketentuan usia
minimumnya ialah 18 (delapan belas) tahun, walaupun faktanya sudah
bekerja.'’’ Lantas, hal ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan,
yakni bagaimana pengaturan untuk pekerja di bawah 18 (delapan
belas) tahun. Terkait dengan hal ini, perlu dikaji lebih lanjut
bagaimana pengaturan yang tepat sehubungan dengan batas usia
minimum kepesertaan asuransi sosial.

Adapun di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua ternyata
tidak diatur mengenai batas usia minimum untuk mendaftar
kepesertaan asuransi sosial.1”® Oleh sebab itu, ketentuan tentang batas
usia minimum pendaftaran asuransi sosial perlu ditafsirkan secara
sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for
Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum
Untuk Diperbolehkan Bekerja). Di dalam undang-undang ratifikasi

tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ILO

177 Lihat Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
yang menyatakan Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

178 peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua hanya
mengatur mengenai batas usia maksimum kepesertaan asuransi sosial yaitu sebesar 65 (enam
puluh lima) tahun.
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No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja,
Indonesia telah melampirkan Pernyataan (Declaration) terkait usia
minimum untuk diperbolehkan bekerja di wilayah Republik Indonesia,
yaitu ditetapkan sebesar 15 (lima belas) tahun. Lebih lanjut, ketentuan
ini perlu ditafsirkan secara sistematis terhadap Pasal 68 jo. Pasal 69

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat
dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga
belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan
ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua
atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu
waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,
b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha
keluarganya.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan di atas,
diketahui bahwa pada prinsipnya anak dilarang untuk dipekerjakan.

Namun, pada pasal selanjutnya terdapat pengecualian bagi anak
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berusia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun, yang boleh
dipekerjakan dengan syarat-syarat tertentu.

Kembali pada ketentuan batas usia minimum kepesertaan
asuransi sosial, ketentuan dalam produk hukum daerah seharusnya
menginkorporasikan ketentuan batas usia minimum pekerja secara
umum sebesar 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang ditetapkan
dalam Pernyataan (Declaration) pada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning
Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai
Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja). Idealnya, pekerja anak
juga seharusnya bisa mendaftar kepesertaan asuransi sosial
ketenagakerjaan, meskipun tidak semua jenis jaminan sosial harus
diberikan kepada pekerja anak. Dari antara enam jenis jaminan sosial,
pekerja anak memerlukan dua jenis jaminan, yaitu jaminan kecelakaan
kerja sebagai mitigasi risiko ketika bekerja, dan juga jaminan kematian
sebagai upaya mitigasi risiko apabila anak menjadi tulang punggung
keluarga.l’® Jadi, pengaturan syarat usia minimum kepesertaan

asuransi sosial bagi pekerja rentan yang seharusnya ialah sebesar 15

179 pada kelompok masyarakat miskin, data menunjukkan masih banyak anak terpaksa bekerja
membantu orang tua dan menjadi tulang punggung keluarga. Lihat Iman Herdiana, “Jumlah
Pekerja Anak di Indonesia Meningkat, termasuk di Kota dan Kabupaten Bandung”,
BandungBergerak.id, 6 September 2023,
https://bandungbergerak.id/article/detail/158750/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-
termasuk-di-kota-dan-kabupaten-bandung; dan Aslamatur Rizqiyah, “Fenomena Pekerja Anak
Akibat Kemiskinan, Bagaimana Kondisi di Indonesia?”’, GoodStats, 29 Agustus 2023,
https://goodstats.id/article/fenomena-pekerja-anak-akibat-kemiskinan-bagaimana-kondisi-di-
indonesia-Xz6G8



https://bandungbergerak.id/article/detail/158750/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-termasuk-di-kota-dan-kabupaten-bandung
https://bandungbergerak.id/article/detail/158750/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-termasuk-di-kota-dan-kabupaten-bandung
https://goodstats.id/article/fenomena-pekerja-anak-akibat-kemiskinan-bagaimana-kondisi-di-indonesia-Xz6G8
https://goodstats.id/article/fenomena-pekerja-anak-akibat-kemiskinan-bagaimana-kondisi-di-indonesia-Xz6G8
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(lima belas) tahun, di mana hal ini perlu diregulasi dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, ataupun dalam
suatu produk hukum tingkat pusat yang lebih tinggi seperti Peraturan
Pemerintah.’®® Kemudian setelah ditetapkan pada regulasi tingkat
pusat, produk hukum daerah harus menyesuaikan pengaturan tentang
syarat usia minimum kepesertaan asuransi sosial dengan mengacu pada

regulasi tingkat pusat tersebut.

4. Pengaturan Ketentuan tentang Pendanaan Bantuan luran Asuransi
Sosial Pekerja Rentan
Ketentuan terakhir yang perlu diuraikan yaitu ketentuan mengenai
pendanaan bantuan iuran asuransi sosial. Terdapat dua sumber pendanaan
yang diatur dalam beberapa produk hukum daerah yang menjadi sampel
penelitian, yaitu sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan melalui Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (TJSL).

180 perlu diperhatikan bahwa adanya jaminan perlindungan asuransi sosial ketenagakerjaan untuk
pekerja anak, tetap tidak boleh meniadakan perlindungan kesejahteraan anak yang wajib
diberikan oleh negara, karena apabila ada perlindungan asuransi sosial bagi pekerja anak, maka
perlindungan asuransi sosial tersebut harus bersifat sebagai komplementer (pelengkap yang
harus ada), bukan suplementer (tambahan/alternatif).
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Pembahasan berikut akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sumber

pendanaan tersebut.

a. Pengaturan Pendanaan Bantuan luran Asuransi Sosial Pekerja
Rentan Melalui APBD
Dengan berdasarkan pada hasil penelitian pada subbab
terdahulu, setidaknya ditemukan empat produk hukum daerah yang
mengatur secara tidak seragam tentang pendanaan bantuan iuran
melalui APBD. Ada produk hukum daerah yang menggunakan kata
“wajib”, yang artinya memberikan perintah kepada pemerintah daerah
untuk menganggarkan bantuan iuran dari APBD. Di sisi lain, ada pula
produk hukum daerah yang menggunakan kata “dapat”, yang artinya
hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
memilih untuk menganggarkan bantuan iuran dari APBD atau tidak.
Berdasarkan teori mengenai struktur dasar norma, kata “wajib” atau
“dapat” yang digunakan dalam produk hukum tersebut berkedudukan
sebagai “operator norma”. Oleh sebab itu, sebelum membahas lebih
lanjut mengenai disharmoni yang terjadi pada produk hukum daerah
dari hasil penelitian, perlu dikemukakan penjelasan mengenai operator
norma.
Operator norma merupakan salah satu dari empat unsur struktur

dasar norma hukum. Uraian mengenai struktur dasar norma ini, perlu
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mengacu kepada teori dalam ilmu perundang-undangan, khususnya
teori struktur dasar norma. Ruiter, sebagaimana dikutip oleh Maria
Farida, mengemukakan adanya empat unsur yang membentuk struktur
dasar norma, yaitu terdiri dari subjek norma atau addressat yang dituju
olen norma; objek norma atau perilaku yang dirumuskan/diatur;
operator norma atau cara keharusan berperilaku (berupa
keharusan, larangan, kebolehan, atau kewajiban); dan kondisi norma
(keadaan yang harus dipenuhi agar norma dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya).!8! Pendapat Ruiter tersebut dapat menjadi
teori untuk menganalisis ketidakseragaman operator norma dari
beberapa produk hukum daerah, sebab penggunaan operator norma
yang berbeda akan menentukan bagaimana norma tersebut ditegakkan
atau dilakukan. Dalam konteks peraturan terkait asuransi sosial,
adanya perbedaan operator norma akan menghasilkan perbedaan tafsir
tentang bagaimana seharusnya norma tersebut ditegakkan, yang juga
akan berdampak pada perbedaan pelaksanaan pemberian asuransi
sosial. Dua operator norma yang berbeda tersebut, akan dijelaskan
sebagai berikut.

Pertama, kaidah perilaku yang memuat perintah, ditandai
dengan operator norma seperti  “wajib”,  “berkewajiban”,

“berkewajiban untuk”, “harus”, “terikat untuk”, atau tidak disebutkan

181 | oc. Cit., Maria Farida Indrati S.
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secara eksplisit namun jika dibaca secara keseluruhan memiliki
konteks perintah. Kaidah perilaku jenis perintah ini memuat
kewajiban/keharusan melakukan sesuatu, atau disebut juga bersifat
imperatif.182 Kedua, kaidah kewenangan/kebolehan, yaitu kaidah yang
memberikan kewenangan kepada subjek norma untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Kaidah kewenangan ini
diidentifikasi dengan kata “dapat” yang memuat diskresi bagi subjek
norma terkait.#® Kaidah kewenangan bersifat fakultatif, artinya boleh
ditaati atau tidak ditaati.*

Kaidah pertama vyaitu kaidah perintah, terlihat di dalam
ketentuan yang mewajibkan agar pembiayaan asuransi sosial
ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dibayarkan melalui APBD.
Kaidah kedua yaitu kaidah kewenangan, terlihat di dalam ketentuan
yang mengatakan bahwa pembiayaan asuransi sosial ketenagakerjaan
bagi pekerja rentan dapat (boleh dilakukan atau tidak dilakukan)
dibebankan kepada APBD. Pada kaidah pertama, subjek normanya
yaitu Pemerintah Daerah dari Daerah yang bersangkutan, tidak
memiliki pilihan untuk tidak melakukan perilaku yang dirumuskan

olen peraturan (objek norma), sehingga harus dilaksanakan.

182 Suadamara Ananda, “Tentang Kaidah Hukum”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008, Vol.
26, No. 1, him. 77.

18 Vica J. E. Saija, “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut
Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Sasi Vol. 20, No. 2, Juli-Desember
2014, him. 4.

184 | oc. Cit., Suadamara Ananda.
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Sebaliknya, pada kaidah kedua, subjek norma memiliki pilihan untuk
tidak melakukan perilaku yang dirumuskan dalam peraturan. Kedua
jenis kaidah ini (kaidah perintah dan kaidah kewenangan) digunakan
dalam produk hukum daerah yang mengatur pendanaan asuransi sosial
bagi pekerja rentan, yang digambarkan melalui bagan sebagai berikut:
Bagan 5.10
Disharmoni Ketentuan Pendanaan Bantuan luran Asuransi Sosial Pekerja

Rentan Melalui APBD, Dampak Potensial, Cara Pengaturan yang Sesuai,
dan Proses Harmonisasinya

L. Permendagri 84/2022 sub bagian |I Cara pengaturan:
G butir 68 huruf g dan LP 15/2023 1 Pendanaan asuransi sosial
bag. E angka 2 butir ap butir 21 — pekerja rentan melalui
huruf d menggunakan kata “dapat” I APBD seharusnya menjadi
sebagai operator norma 9 “wajib” _

Menggunakan kata
“wajib” sebagai operator
norma (dalam 4 produk
hukum daerah)

T o
Penjelasan:

norma (dalam 1 produk

Menggunakan kata
“dapat” sebagai operator
hukum daerah)

) )

B
Q Dampak potensial:

|

| Harmonisasi
Vertikal

|

Penggunaan operator norma
“dapat” bisa diartikan hanya
sebagai kewenangan, sehingga
pendanaan bantuan iuran asuransi
sosial hanya merupakan
opsi/pilihan bagi pemda.

.

_—

J

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.

Dapat mengganggu penegakan
prinsip portabilitas dalam Sistem
Jaminan Sosial Nasional, dan bisa
menimbulkan adanya gap antar
daerah yang substansi peraturannya

lebih rendah.
g J

N e - -



281

Pada Bagan 5.10 di atas, diketahui dari ketentuan pada
Lampiran Permendagri 84/2022 sub bagian G butir 68 huruf g dan
Lampiran Permendagri 15/2023 bagian E angka 2 butir ap butir 21
huruf d bahwa Pemerintah Daerah “dapat” mengalokasikan anggaran
untuk membayar iuran asuransi sosial bagi pekerja rentan. Dalam hal
ini, dalam gambar A terlihat produk hukum daerah yang mewajibkan
bantuan iuran asuransi sosial sudah mengatur secara lebih tinggi
daripada Lampiran Permendagri 84/2022 dan Lampiran Permendagri
15/2023, sementara pada gambar B mengatur setara dengan Lampiran
Permendagri 84/2022 dan Lampiran Permendagri 15/2023. Meskipun
demikian, terdapat ketidakseragaman operator norma antara ketentuan
pada gambar A dan gambar B.

Adanya perbedaan dua jenis kaidah antara gambar A dan
gambar B ini secara teoretis akan berimplikasi kepada penegakan
hukumnya, di mana bisa terjadi ada daerah yang tidak menganggarkan
APBD untuk pembiayaan asuransi sosial pekerja rentan, sebab
peraturan di daerahnya mengatur perihal pendanaan asuransi sosial
menggunakan operator norma “dapat” yang menunjukkan bahwa objek
normanya bersifat diskresioner/opsional. Dengan kata lain, disharmoni
ini bisa menimbulkan dampak potensial terhadap pelaksanaan prinsip
portabilitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena tidak ada

keberlanjutan bantuan iuran bagi pekerja rentan yang bersangkutan
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(unsustainable).’®® Di daerah yang mengatur ketentuan pendanaan
asuransi sosial secara lebih rendah (hanya menggunakan operator
nomra ‘“dapat”), bisa menyebabkan pekerja rentan tidak menerima
bantuan iuran asuransi sosial, sehingga tidak bisa menikmati manfaat
asuransi sosial. Oleh karena adanya dampak potensial tersebut, jika
dilihat dari segi filosofis, dipilihnya kata “wajib” atau “dapat” dalam
pembentukan suatu norma hukum, memang harus didasarkan pada
alasan-alasan (ratio legis) yang logis, sesuai dengan asas-asas hukum
(kaidah meta yuridis), serta sesuai dengan cita hukum yakni keadilan,
ketertiban, dan kemanfaatan.!8®

Adapun mengenai sumber aset dana jaminan sosial
ketenagakerjaan, telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan
Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 256 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan
Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 179, sebagai berikut:

185 Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, prinsip “portabilitas” adalah prinsip yang memberikan
jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18 Rokilah dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan”, AJUDIKASI: Jurnal [lmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 183.
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Pasal 15

(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri
atas:

a. luran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk
bantuan iuran;

b. hasil  pengembangan  Dana  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan;

c. aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
menjadi hak peserta PT. Jamsostek (Persero); dan

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
bersumber dari luran jaminan sosial termasuk bantuan
iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berasal dari luran  program Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa terdapat empat jenis
sumber aset dana jaminan sosial nasional, yang salah satunya ialah
iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bantuan iuran. Namun
demikian, dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum mengatur
mengenai darimana bantuan iuran itu berasal, apakah dari APBN saja
atau berasal pula dari APBD. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan secara
sistematis kepada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Jika melihat kepada Pasal 298 Ayat (4) Undang-Undang
Pemerintahan Daerah jo. Pasal 63 PP 12/2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, hanya mengatur pedoman bagi daerah untuk
mengalokasikan APBD untuk bantuan sosial sesuai kemampuan

keuangan daerah setelah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
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Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan. Adapun apabila ditafsirkan lebih lanjut kepada
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 Bab Il butir D
angka 2 huruf f butir 16 huruf d butir 4, disebutkan bahwa “jaminan
sosial”  (berdasarkan  Undang-Undang  Kesejahteraan  Sosial)
merupakan salah satu jenis “bantuan sosial” yang dimaksud oleh Pasal
298 Ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 63 PP
12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk dianggarkan
olen daerah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dari Lampiran
Permendagri 77/2020 tersebut, (terlepas dari kerancuan terkait aturan
“jaminan sosial” yang ditempatkan di bawah aturan mengenai
“bantuan sosial”) poin yang hendak ditonjolkan di sini ialah bahwa
ketiga peraturan ini tidak mewajibkan secara eksplisit alokasi APBD
untuk bantuan iuran asuransi sosial.

Dengan demikian, diketahui bahwa pada saat ini belum ada
peraturan tingkat pusat yang mengatur secara eksplisit terkait
kewajiban pengalokasian APBD untuk bantuan iuran asuransi sosial

bagi pekerja rentan, sehingga saat ini masih bersifat diskresioner atau
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belum bersifat wajib. Adanya ketiadaan peraturan tingkat pusat ini
pula yang menyebabkan ada peraturan tingkat daerah yang mengatur
secara berlainan/tidak seragam (ada yang mewajibkan dan ada yang
tidak mewajibkan). Oleh karena itu, pengaturan terkait pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial perlu diseragamkan.

Harmonisasi pengaturan tersebut pertama-tama dilakukan
dengan cara menegaskan di dalam peraturan tingkat pusat, bahwa
pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan, namun mengenai
besarannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
sesuai amanat Pasal 298 Ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan
Daerah. Wadah peraturan tingkat pusat yang dimaksud dapat berupa
Perubahan Atas Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan
Peraturan Pemerintah mengenai Penerima Bantuan luran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mana nantinya ketentuan ini
akan menjadi lex specialis (ketentuan khusus yang mengesampingkan)
Pasal 298 Ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 63
PP 12/2019.187 Jadi, ketentuan di dalam regulasi tingkat pusat ini akan

berfungsi sebagai jembatan antara norma abstrak dalam Undang-

187 pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) saat ini masih belum rampung oleh Dewan Jaminan Sosial
Nasional dan Kementerian serta Lembaga terkait. Lihat Lailatul Anisah (rep), Fahriyadi (ed),
“Pembahasan ~ Aturan  PBI  Jamsosnaker = Mandek”, kontan.co.id, Mei 2023,
<https://insight.kontan.co.id/news/pembahasan-aturan-pbi-jamsosnaker-mandek> diakses pada
28 Juli 2023, pukul 03.49 WIB.
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Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial,
dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, dengan norma konkret
yang diatur dalam produk hukum daerah. Tahapan selanjutnya yang
perlu dilakukan yaitu produk hukum daerah harus diseragamkan
dengan regulasi tingkat pusat yang mewajibkan pendanaan bantuan
iuran asuransi sosial pekerja rentan melalui APBD. Dengan cara
tersebut, maka dapat tercipta harmonisasi antara ketentuan produk
hukum daerah yang mengalami disharmoni seperti pada gambar A

dan gambar B dari Bagan 5.10.

. Pengaturan Pendanaan Bantuan luran Asuransi Sosial Pekerja
Rentan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Jika pembahasan pada poin a mengambil sumber pendanaannya
dari APBD, maka ketentuan selanjutnya yang perlu dikritisi ialah
pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan melalui TJSL.
Dari hasil penelitian pada subbab sebelumnya, terdapat setidaknya
empat produk hukum daerah yang memuat ketentuan yang tidak
seragam. Tiga di antaranya mewajibkan perusahaan untuk
mengalokasikan anggaran TJSL kepada bantuan iuran asuransi sosial
pekerja rentan, namun satu di antaranya hanya memberikan
kewenangan diskresioner bagi perusahaan, apakah hendak

menganggarkan bantuan iuran asuransi sosial melalui TJSL atau tidak.
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Untuk memahami lebih jauh, pertama-tama perlu digambarkan dengan
bagan berikut:

Bagan 5.11
Disharmoni Ketentuan Pendanaan Bantuan luran Asuransi Sosial Pekerja
Rentan Melalui TJSL, Dampak Potensial, Cara Pengaturan yang Sesuai, dan
Proses Harmonisasinya

Cara pengaturan:

Perlu diatur dalam regulasi tingkat pusat
tentang ketentuan yang mewajibkan
penganggaran dana TJSL kepada bantuan
iuran asuransi sosial pekerja rentan

P ——
N o -

Harmonisasi
Vertikal

A
Menggunakan kata u Menggunakan kata
“wajib” sebagai operator “dapat” sebagai operator
norma (dalam 3 produk norma (dalam 1 produk
hukum daerah) hukum daerah)

( )

Dampak potensial:
Dapat menyebabkan adanya gap
atau ketimpangan antar daerah
yang substansinya lebih rendah
dengan produk hukum daerah
ang substansinya lebih tinggi
\_ yang Y a9 Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2023.
Serupa dengan Bagan 5.10, Bagan 5.11 di atas
memperlihatkan bahwa ada dua muatan ketentuan dari empat produk

hukum daerah yang tidak seragam. Di satu sisi, ketentuan pada
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gambar A merupakan ketentuan yang bersifat imperatif, artinya
berdasarkan ketentuan tersebut, pendanaan bantuan iuran asuransi
sosial pekerja rentan harus dianggarkan oleh perusahaan dari program
TJSL. Di sisi lain, pada gambar B diketahui bahwa berdasarkan
ketentuan tersebut, perusahaan boleh melakukan atau tidak melakukan
penganggaran bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan dari
program TJSL (bersifat fakultatif). Sebagaimana penjelasan mengenai
teori struktur dasar norma pada poin a sebelum ini, diketahui bahwa
penggunaan operator norma “wajib” atau “dapat” dalam suatu aturan,
sejatinya harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (berdasarkan
fakta), serta sesuai dengan asas-asas dan cita hukum. Hal tersebut
dikarenakan operator norma akan sangat menentukan bagaimana atau
dengan cara apa subjek norma harus melakukan objek norma yang
bersangkutan.

Dengan demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa penggunaan
istilah atau kata yang tepat sangat penting dalam formulasi kaidah
hukum. Pemilahan kata menjadi sangat krusial sebab perbedaan kata
(bahkan tanda baca, penempatan kata, dan seterusnya), dapat
menyebabkan perbedaan makna pula. Seperti pendapat yang

dikemukakan Shidarta, meskipun bahasa hukum memiliki ciri khas
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tersendiri, bahasa hukum juga harus tunduk kepada hukum bahasa.'8®
Shidarta mengemukakan, analisis struktur dasar norma hukum
menempati kedudukan yang krusial dalam rangka memahami secara
presisi makna objektif suatu norma hukum.!®® Dari pernyataan
Shidarta tersebut, tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa
perumusan suatu norma hukum mutlak harus memperhatikan aspek
struktur dasar norma, agar konsep yang hendak disampaikan kepada
sasaran norma itu, sesuai dengan makna objektif yang dimaksud oleh
pembentuk peraturan.

Dengan keberadaan disharmoni antara gambar A dan gambar
B pada Bagan 5.11 melahirkan dampak potensial berupa adanya gap
atau ketimpangan antara daerah yang mewajibkan dan yang tidak
mewajibkan penganggaran bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan
dari program TJSL. Keadaan seperti ini bisa menimbulkan
ketidakadilan, baik terhadap pekerja rentan antar daerah maupun
terhadap perusahaan antar daerah yang bersangkutan. Pada jangka
panjangnya, dampak potensial tersebut bisa menghambat tujuan utama

Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu mengikutsertakan sebanyak

188 Shidarta, “Subjek Norma Itu Apakah Sama Dengan Subjek Kalimat?”, binus.ac.id, Maret 2018,
https://business-law.binus.ac.id/2018/03/10/subjek-norma-itu-apakah-sama-dengan-subjek-
kalimat/, diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 14.11 WIB.

189 Shidarta, “Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma”, binus.ac.id, Desember
2019,  <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/04/penguasaan-keterampilan-menganalisis-
struktur-norma/>, diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 14.11 WIB.



https://business-law.binus.ac.id/2018/03/10/subjek-norma-itu-apakah-sama-dengan-subjek-kalimat/
https://business-law.binus.ac.id/2018/03/10/subjek-norma-itu-apakah-sama-dengan-subjek-kalimat/
https://business-law.binus.ac.id/2019/12/04/penguasaan-keterampilan-menganalisis-struktur-norma/
https://business-law.binus.ac.id/2019/12/04/penguasaan-keterampilan-menganalisis-struktur-norma/
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mungkin pekerja, khususnya pekerja rentan yang cenderung
termarginalkan.

Guna menghindari dampak potensial tersebut, perlu dilakukan
penyesuaian pengaturan tentang pendanaan bantuan iuran asuransi
sosial melalui TJSL. Namun, sebelum sampai kepada kesimpulan
tentang bagaimana seharusnya pendanaan bantuan iuran asuransi sosial
melalui TISL itu diatur, perlu ditelaah lebih dalam terkait apa konsep
dari TJSL itu sendiri. Adapun dalam peraturan tingkat nasional,
regulasi yang memuat tentang TJSL terdapat dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan.

Pada level undang-undang, pengaturan TJSL terdapat di dalam
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 (selanjutnya “Undang-Undang Perseroan Terbatas”). Adapun

Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan  kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas hanya mengatur
mengenai kewajiban TJSL oleh perusahaan yang khusus bergerak di
bidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Meskipun
Pasal 74 secara khusus hanya mengatur kewajiban TJSL untuk
Perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA,
namun tidak serta-merta hanya Perseroan yang demikian saja yang
diwajibkan untuk melakukan TJSL. Ketentuan dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas tersebut perlu ditafsirkan secara sistematis terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung
Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2012 (selanjutnya “PP TJSL”)
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 Undang-Undang
Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 2 PP TJSL yang bersangkutan, disebutkan
demikian:

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung
jawab sosial dan lingkungan.

Serta Penjelasan Pasal 2 PP TJSL menyatakan:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap
Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang
usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung
jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi
dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat
sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.”
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Jadi, dari Pasal 2 PP TJSL dan Penjelasannya di atas, diketahui bahwa
setiap Perseroan (tidak hanya Perseroan yang bergerak di bidang
dan/atau berkaitan dengan SDA) sesungguhnya mengemban tanggung
jawab moral untuk melaksanakan TJSL.

Tidak hanya PP TJSL di atas, Pasal 15 huruf b jo. Pasal 34
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007
(selanjutnya  “Undang-Undang Penanaman Modal”) juga
menyatakan bahwa:

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. ..
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
C.

Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Berdasarkan Pasal 15 huruf b jo. Pasal 34 Undang-Undang Penanaman
Modal tersebut, diketahui bahwa setiap Penanam Modal Dalam Negeri
maupun Penanam Modal Asing berkewajiban untuk melakukan TJSL.
Apabila abai terhadap kewajiban ini, maka dapat dikenakan sanksi
administratif atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, dari penafsiran sistematis Pasal 2 PP
TJSL terhadap Pasal 15 huruf b jo. Pasal 34 Undang-Undang
Penanaman Modal di atas, dapat disimpulkan bahwa TJSL wajib
dilakukan oleh semua badan usaha yang beroperasi di wilayah
Indonesia, sehingga hakikat TJSL (di Indonesia) bukan hanya sebagai
komitmen Perseroan yang didasarkan pada tanggung jawab moral,
melainkan juga merupakan kewajiban hukum setiap Perseroan
selaku subjek hukum.

Kendati TJISL merupakan suatu kewajiban hukum Perseroan,
namun regulasi TJSL saat ini cenderung memberikan diskresi
kepada perusahaan untuk mengatur bentuk/program TJSL yang
akan dijalankan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari
ketentuan Pasal 4 PP TJSL yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh
Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau

RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
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(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab
sosial dan lingkungan.

Hal yang dapat ditangkap dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PP TJSL di
atas, ialah bahwa apapun yang menjadi bentuk/program TJSL pada
tahun berjalan harus didasarkan pada rencana kerja tahunan
Perseroan, di mana rencana kerja tahunan tersebut harus disetujui
terlebih dahulu oleh organ perseroan (Dewan Komisaris atau Rapat
Umum Pemegang Saham) sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
Kemudian, apabila ditafsirkan secara sistematis terhadap ayat
selanjutnya, secara spesifik ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) PP
TJSL bahwa di dalam rencana kerja tahunan Perseroan yang disetujui
Organ Perseroan tersebut, termuat informasi penting mengenai rincian
rencana kegiatan TJSL yang akan dilakukan oleh Perseroan,
sekaligus dengan anggaran rencana kegiatan TJSL yang dialokasikan
oleh Perseroan. Oleh karena rencana kegiatan TJSL sangat berkaitan
erat dengan kemampuan keuangan Perseroan, maka sudah merupakan
konsekuensi logis bahwa Perseroan sejatinya diberikan keleluasaan
untuk menyusun rencana kegiatan/bentuk/program TJSL yang akan
dilaksanakannya, sepanjang ditujukan untuk membangun masyarakat
dan lingkungan setempat dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Lantas, berangkat dari kesimpulan tersebut, jika perusahaan

diberikan keleluasaan untuk memilih bentuk TJSL seperti apa yang
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akan dilaksanakan, maka dalam kasus ini, timbul pertanyaan terkait
apakah Pemerintah memiliki kewenangan untuk mewajibkan
pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan sebagai
program wajib dalam TJSL yang diselenggarakan perusahaan. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu dikemukakan
mengenai esensi, konsep, atau maksud diadakannya TJSL, yang
tercermin dari Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas,
sebagai berikut:
Pasal 1
(1)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen
Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi  berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

Perseroan  sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.

Dari ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas di
atas, terdapat tiga poin penting yang melekat pada karakteristik TJSL.
Pertama, TJSL ialah suatu bentuk komitmen Perseroan. Kedua, TJSL
bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan
lingkungan. Ketiga, manfaat TJSL harus dapat dirasakan oleh
Perseroan sendiri, komunitas setempat, serta masyarakat secara
umum. Ketiga poin dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perseroan
Terbatas ini, juga berkesinambungan dengan Penjelasan Pasal 2 PP

TJSL yang mengemukakan bahwa setiap Perseroan secara moral
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mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya
hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan
dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya
masyarakat tersebut. Dengan demikian, dari kedua ketentuan tersebut
diketahui bahwa esensi TJSL sebenarnya merupakan tanggung jawab
perusahaan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
dalam rangka menjalin relasi yang harmonis antara perusahaan
dengan masyarakat dan lingkungan setempat. Jadi, sasaran TJSL yang
sesungguhnya ialah, pertama-tama dan utama, lingkungan dan
masyarakat setempat atau sekitar wilayah operasional perusahaan.
Setelah diketahui konsep umum atau hakikat TJSL, yakni
merupakan tanggung jawab perusahaan untuk membangun relasi yang
harmonis antara perusahaan itu sendiri dengan masyarakat dan
lingkungan setempat, maka dari konsep ini timbul model-model
penerapan TJSL yang bisa dilakukan perusahaan. Apabila merujuk
kepada pendapat Saidi dan Abidin, sebagaimana dikutip oleh Siti
Rachmawati, Moch. Zaenuddin, dan Maulana Irfan, dikemukakan
bahwa terdapat setidaknya empat model penerapan TJSL di Indonesia,
jika dilihat berdasarkan cara penyalurannya. Model-model TJSL
tersebut antara lain: model TJSL berupa Kketerlibatan langsung
(perusahaan berhadapan langsung dengan sasaran TJSL); model TJSL

melalui yayasan atau organisasi sosial yang didirikan sendiri oleh
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perusahaan; model TJSL berupa kolaborasi antara perusahaan dengan
lembaga lainnya (bisa berupa lembaga sosial, instansi pemerintah,
universitas, dan lain-lain); dan model TJSL melalui konsorsium di
mana perusahaan ikut serta dalam suatu lembaga sosial.1*

Adapun jika dilihat dari bentuk implementasi program TJSL,
juga terdapat empat model bentuk TJSL, di antaranya ialah model
amal/donasi  (charity/donations), = pembangunan infrastruktur
(infrastructure  development), pengembangan kapasitas pegawai
(capacity building), dan pembangunan masyarakat setempat
(community empowerment/development).® Baik dari model TJSL
berdasarkan cara penyalurannya maupun dari bentuk implementasi
TJSL, perusahaan dapat memilih model mana yang akan diterapkan,
sesuai dengan program TJSL yang akan dijalankan. Apabila variasi
model TJSL tersebut dikaitkan dengan program bantuan iuran asuransi
sosial pekerja rentan, maka program seperti ini dapat diidentifikasi
sebagai model pembangunan masyarakat setempat (community
development), karena jaminan sosial merupakan program utama

negara untuk membangun kesejahteraan sosial pekerja, yang

190 Siti Rachmawati, Moch. Zainuddin, dan Maulana Irfan, “Implementasi Program Corporate
Social Responsibility di PT. Intiland Development”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Vol. 3, No. 3, 2016, him. 393.

191 Miftah Faridl Widhagdha, Fajar Julian Santosa, Raden Roro llma Kusuma Wardani, Tri Ayu
Retnaningsih, dan Drajat Tri Kartono, “Community Development Model by Corporate Social
Responsibility in Indonesia: A Systematic Literature Review”, Asean Social Work Journal, Vol.
10, No. 2, 2022, him. 51.
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termasuk sebagai pembangunan masyarakat. Adapun model
penyaluran TJSL yang dapat dipilih ialah model kerja sama dengan
pemerintah  daerah atau kerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan, jika dimungkinkan oleh regulasi yang berlaku.
Oleh karenanya, perlu dikaji lebih lanjut apakah menurut
regulasi yang berlaku, dimungkinkan adanya kerja sama atau
kolaborasi antara perusahaan swasta dengan pemerintah daerah
ataupun dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan TJSL.
Untuk menjawab hal ini, perlu mengacu kepada Undang-Undang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Pertama, berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) huruf c

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 285
(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
0
g. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Apa yang termasuk sebagai “lain-lain pendapatan Daerah yang sah”
berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Pemerintahan Daerah di atas,

harus ditafsirkan terhadap Pasal 295 Undang-Undang Pemerintahan

Daerah, yang berbunyi:

Pasal 295

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf ¢ merupakan
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seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli
Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah,
dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menurut ketentuan Pasal 295 Undang-Undang Pemerintahan Daerah,
diketahui bahwa pemerintah daerah dapat menerima hibah yang
berasal dari badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan
ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan
adanya kerja sama antara perusahaan dengan pemerintah daerah
untuk menyelenggarakan TJSL, melalui mekanisme hibah. Dengan
demikian, dalam hal ini penyaluran anggaran TJSL untuk pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial bisa dilakukan dengan cara membuat
perjanjian hibah antara perusahaan dengan pemerintah daerah
setempat, dan kemudian dicatatkan/dilaporkan sebagai pelaksanaan
kegiatan TJSL perusahaan sesuai dengan peraturan tingkat daerah yang
berlaku.

Kedua, jika merujuk kepada Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan sebagai

berikut:
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Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, BPJS bertugas untuk:

a.

b. ..

c. menerima Bantuan luran dari Pemerintah;

d.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, BPJS berwenang untuk:
h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial di atas menyebutkan salah satu tugas BPJS (baik Kesehatan dan
Ketenagakerjaan), adalah menerima Bantuan luran dari Pemerintah.
Jika ditafsirkan secara sistematis terhadap Pasal 11 berikutnya,
dikemukakan bahwa BPJS berwenang untuk melakukan kerja sama
dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas-tugas BPJS.
Pihak lain yang dimaksud itu, dapat ditafsirkan secara sistematis
terhadap Penjelasan Pasal 11 huruf h Undang-Undang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan:
“Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan
pengumpulan luran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta
penerimaan Bantuan luran dilakukan dengan instansi

Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 huruf h di atas, diketahui bahwa

BPJS sejatinya berwenang melakukan kerja sama penerimaan bantuan
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iuran asuransi sosial dengan pihak lain, antara lain dengan instansi
Pemerintah, dengan pemerintah daerah, dengan BUMN, dan dengan
BUMD. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 huruf h Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS seharusnya tidak
dapat secara langsung bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk
menerima bantuan iuran asuransi sosial dari perusahaan swasta
tersebut.

Namun demikian, ketentuan Pasal 11 huruf h Undang-Undang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini perlu ditafsirkan lebih lanjut
terhadap peraturan pelaksananya, yaitu Pasal 7-9 Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 230 (selanjutnya disebut “PP 85/2013”),
yang menyatakan:

Pasal 7

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas:
a. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan;

b. ..

j. badan usaha;

Pasal 8

(1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau
lembaga lain dalam negeri dilaksanakan di bidang:

a. .

d. pembayaran manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan
kesehatan sesuai dengan program Jaminan Sosial
yang diikuti dan pemberian informasi mengenai
penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada
masyarakat; dan/atau



302

e. kerja sama lain yang disepakati bersama.

(2) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau
lembaga lain dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan
ruang lingkup tugas dan fungsi BPJS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan organisasi atau lembaga lain
dalam negeri yang bersangkutan.

Pasal 9
(1) Hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau
lembaga lain dalam negeri dilaksanakan melalui perjanjian
kerja sama.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan dalam

bentuk nota kesepahaman, kerja sama operasional, atau
bentuk lain yang disepakati bersama.

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 PP 85/2013 di atas, diketahui bahwa
dimungkinkan adanya kerja sama antara BPJS dengan badan usaha
(selain BUMN dan BUMD). Adapun pada Pasal 8 disebutkan bahwa
bentuk kerja sama yang dimaksud dapat berkenaan dengan bidang
pembayaran manfaat dan kerja sama lain yang disepakati bersama.
Selanjutnya, Pasal 9 menekankan bahwa kerja sama tersebut harus
dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama. Jadi, diketahui bahwa
BPJS tetap dimungkinkan menerima bantuan iuran asuransi sosial
melalui melalui badan usaha swasta. Oleh karena itu, mekanisme
TJSL dalam bentuk pemberian bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan, dapat dilakukan dengan dua cara: melalui hibah pemerintah
daerah atau melalui kerja sama antara perusahaan swasta dengan

BPJS.
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Dari uraian di atas, diketahui bahwa pendanaan bantuan iuran
asuransi sosial pekerja rentan melalui program TJSL boleh dilakukan
melalui mekanisme kerja sama antara perusahaan dengan pemerintah
daerah atau perusahaan dengan BPJS secara langsung. Hal ini tidak
akan menggeser konsep atau hakikat dari TJSL, hanya jika
penyaluran bantuan asuransi sosial melalui TISL dilakukan terhadap
pekerja rentan yang ada di sekitar wilayah tempat perusahaan
beroperasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan
perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas
mengenai penyaluran dana TJSL untuk bantuan iuran asuransi sosial
pekerja rentan, yang harus dilakukan, pertama-tama, dengan cara
mendata siapa saja pekerja rentan di daerah setempat atau wilayah
sekitar operasional perusahaan. Bahkan, kerja sama perusahaan dan
pemerintah daerah dalam melaksanakan TJSL sudah diatur dalam
berbagai produk hukum daerah, dan dalam praktiknya juga sudah
banyak dilakukan.'®? Pemerintah daerah memfasilitasi program TJSL,
sehingga perusahaan bisa menentukan sendiri program TJSL apa yang
akan dilaksanakan sesuai kanal-kanal yang disediakan pemerintah

daerah.

192 peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2021 Nomor 7; dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun
2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Daerah Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 3.
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Setelah diketahui bahwa pendanaan bantuan iuran asuransi
sosial pekerja rentan boleh dilakukan melalui TJSL, maka dapat pula
dijawab pertanyaan selanjutnya terkait apakah pemerintah daerah
berwenang mewajibkan bentuk TJSL tersebut menjadi program TJSL
yang wajib. Untuk menjawab hal ini, seharusnya tidak hanya melihat
dari segi konsep TJSL saja, melainkan juga harus melihat dari segi
jaminan sosial. Jika dilihat dari urgensi perluasan keterjangkauan
Sistem Jaminan Sosial Nasional di setiap daerah di Indonesia, maka
Pemerintah seharusnya memiliki kewenangan otonom untuk mengatur
bentuk TJSL berupa kewajiban pendanaan bantuan iuran asuransi
sosial pekerja rentan di daerah sekitar operasional perusahaan,
dengan catatan, dalam kondisi sepanjang disesuaikan dengan
kemampuan keuangan perusahaan. Tentu saja, diwajibkannya
bentuk TJSL seperti ini bukan berarti mengalihkan, apalagi
meniadakan, tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat untuk
mengupayakan kesejahteraan pekerja rentan di daerahnya.l®
Melainkan, hal ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah
daerah dan perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, untuk

mendorong pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya dengan

193 Kesejahteraan sosial merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
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cara peningkatan kesejahteraan pekerja rentan yang ada di daerah
tersebut.

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah
seharusnya memiliki kewenangan untuk mewajibkan pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan melalui TJSL. Kesimpulan
ini juga sejalan dengan prinsip jaminan sosial yang terkandung dalam
Pasal 34 UUD 1945. Secara khusus, Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945
memberikan mandat bagi negara, bahwa negara bertanggung jawab
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peran hukum,
dalam arti regulasi, menjadi diperlukan sebagai sebuah sarana
mencapai tujuan terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional ini.
Oleh karena itu, di dalam mandat Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945
tersebut secara otomatis terkandung kewenangan negara untuk
membentuk regulasi yang diperlukan demi memastikan hak jaminan
sosial masyarakat bisa terpenuhi, baik secara formal (normatif)
maupun secara faktual (empiris). Guna menambah jumlah sumber
pendanaan asuransi sosial bagi pekerja rentan di daerah, maka
Pemerintah  melalui  Pemerintah  Daerah  seharusnya wajib
mengupayakan untuk menjalin kerja sama keuangan dengan
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerahnya, dalam hubungan

yang koordinatif.
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Di samping berkesinambungan dengan Pasal 34 UUD 1945,
justifikasi kewenangan Pemerintah untuk mewajibkan pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan melalui TJSL, juga dapat
ditafsirkan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 33
UUD 1945, terkandung asas perekonomian nasional yaitu demokrasi
ekonomi, dengan prinsip salah satunya ialah “berkelanjutan”. Adapun
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga merupakan salah satu
tujuan dari TISL. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang hendak
dicapai melalui TJSL, menghendaki agar operasionalisasi usaha tidak
memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat
setempat, namun sebaliknya, justru harus memberikan dampak positif,
atau setidak-tidaknya, tidak merugikan lingkungan dan masyarakat
setempat. Dengan demikian, TJSL yang dilakukan Perseroan di daerah
setempat seharusnya bisa diarahkan untuk memberi dampak positif
terhadap lingkungan dan masyarakat daerah setempat, termasuk
pekerja rentan di wilayah sekitar tempat operasionalisasi usaha
Perseroan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang
menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi yang dianut oleh
perekonomian nasional Indonesia pada dasarnya tetap memperhatikan

dimensi kepentingan atau kesejahteraan sosial.*%

1% Eli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum
Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, Maret 2012, hlm. 72.
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Setelah diketahui bahwa pemerintah daerah seharusnya
memiliki kewenangan mewajibkan bentuk TJSL berupa pendanaan
asuransi sosial pekerja rentan di daerah setempat, maka pertanyaan
yang perlu dijawab selanjutnya ialah, dalam jenis peraturan apa
ketentuan kewajiban pendanaan asuransi sosial melalui TJSL itu
seharusnya diatur. Ketentuan ini seharusnya tidak diatur hanya oleh
daerah saja, sebab apabila hanya diatur sepihak oleh daerah, dapat
mengakibatkan pengaturan antar daerah menjadi tidak seragam, dan
kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan bagi perusahaan antar
daerah. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai bentuk TJSL ini perlu
diregulasi dalam peraturan tingkat pusat, untuk selanjutnya dilakukan
harmonisasi oleh daerah dalam perancangan produk hukum daerahnya.

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, penyesuaian
pengaturan antara disharmoni seperti yang ditunjukkan dalam Bagan
5.11, secara spesifik antara gambar A dan gambar B, perlu dilakukan
dengan cara menegaskan pengaturan kewajiban penganggaran dana
TJSL sebesar sekian persen untuk bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan yang berada di sekitar perusahaan atau daerah tempat
perusahaan tersebut beroperasi di dalam suatu peraturan tingkat pusat.
Selain itu, perlu juga diatur mengenai mekanisme pemberian dana
TJSL, seperti misalnya apakah melalui mekanisme hibah ke dalam kas

daerah atau langsung dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
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cabang setempat.!®® Mekanisme ini, beserta dengan pengaturan
lainnya, harus diatur dengan jelas dan seragam bagi tiap daerah,
sehingga mutlak harus dilakukan harmonisasi terhadap regulasi tingkat
pusat.t%

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin a di atas, sumber
dana jaminan sosial terdiri dari empat jenis, yang diatur berdasarkan
Pasal 15 PP 99/2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, yaitu: iuran peserta yang termasuk bantuan iuran;
hasil pengembangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan; aset
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak peserta
PT Jamsostek; dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dari keempat sumber tersebut, dana
yang berasal dari TIJSL dapat termasuk ke dalam kelompok pertama
yakni bantuan iuran, yang diberikan dengan mekanisme hibah kepada
pemerintah daerah untuk disalurkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

atau disalurkan secara langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui

195 Arasy Pradana A. Azis, “Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas
Daerah?”, hukumonline.com, 9 Oktober 2019,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-dana-csr-digunakan-sebelum-dicatat-dalam-
kas-daerah-1t5d99bb4daeech, diakses 15 November 2023, pukul 12.51 WIB.

1% A. F. Elly Erawati, “Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Dalam Perundang-undangan Ekonomi Indonesia”, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:p
ersoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-
undangan-ekonomi-indonesia&catid=102:hukum-perdata& Itemid=182&lang=en, diakses pada
15 November 2023, pukul 12.57 WIB.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-dana-csr-digunakan-sebelum-dicatat-dalam-kas-daerah-lt5d99bb4daeecb
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-dana-csr-digunakan-sebelum-dicatat-dalam-kas-daerah-lt5d99bb4daeecb
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182&lang=en
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182&lang=en
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182&lang=en
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perjanjian kerja sama.'®” Adapun wadah regulasi tingkat pusat yang
dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur
mengenai Penerima Bantuan luran Jamsosnaker. Selanjutnya,
produk hukum daerah harus melakukan pengharmonisasian secara

vertikal terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Persoalan mengenai disharmoni ketentuan asuransi sosial bagi pekerja
rentan di dalam beberapa produk hukum daerah sekilas memang tampak tidak
perlu dilakukan harmonisasi, jika dilandaskan pada titik berdiri yurisdiksi daerah
otonom. Adanya kewenangan otonomi daerah mengakibatkan keberlakuan produk
hukum daerah yang berlaku pada daerah yang satu, hanya akan berlaku pada
daerah tersebut, dan tidak memengaruhi daerah lainnya. Namun demikian,
disharmoni pada beberapa produk hukum daerah, sebagaimana yang telah dibahas
pada bab ini, bisa menimbulkan dampak potensial berupa friksi atau gesekan,
yang jika diabaikan, akan bisa merugikan pekerja rentan itu sendiri. Oleh sebab
itu, dibentuknya payung hukum nasional yang mengatur asuransi sosial pekerja
rentan secara terpusat dan seragam bagi tiap daerah, menjadi syarat mutlak.

Perlu digarisbawahi, pengaturan asuransi sosial pekerja rentan secara
terpusat bukan berarti meniadakan kewenangan daerah otonom untuk membentuk

suatu produk hukum yang mengandung unsur lokalitas daerahnya sendiri. Jadi,

197 Lihat dan bandingkan Pasal 11 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penjelasannya dengan Pasal 7-9 Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
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dalam membentuk suatu pengaturan asuransi sosial bagi pekerja rentan, ada
ketentuan yang memuat standarisasi secara nasional, di mana standar-standar
nasional ini wajib diikuti oleh daerah dalam membentuk produk hukum
daerahnya. Di samping itu, juga perlu ada ruang bagi daerah untuk mengatur
ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya sendiri secara
otonom, karena norma yang diatur dalam produk hukum daerah juga perlu
disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Dengan
demikian, harmonisasi hukum sebagaimana yang diuraikan dalam bab ini,
dilakukan tanpa mengganggu kewenangan otonomi daerah maupun keberagaman
hukum.1%

Hal terakhir yang perlu dikemukakan kembali ialah mengenai pentingnya
eksposur terhadap pengaturan asuransi sosial pekerja rentan, karena
bagaimanapun juga, pekerja rentan merupakan kelompok pekerja yang cenderung
terlewatkan. Padahal, seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, salah satu
prinsip yang seharusnya menjadi spirit penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional adalah Prinsip Leave No One Behind atau Prinsip Tidak Melewatkan
Seorang Pun dari Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.
Upaya penataan ulang Sistem Jaminan Sosial Nasional dari aspek hukum secara
sistematis dan inklusif, setidak-tidaknya pengaturan sehubungan dengan asuransi

sosial pekerja rentan baik dari kalangan pekerja sektor informal maupun sektor

198 1., M. Gandhi Lapian (1995), “Harmonisasi hukum menuju hukum yang responsif”, Makalah
yang disampaikan pada pidato pengukuhan guru besar tetap FH-UI, dalam Muldri Pudamo
James Pasaribu dan Ningrum Natasya Sirait, “Harmonization of Law in the Application of
Legal Metrology”, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. Vol. 28, No. 2, 2020, him. 1203.
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formal, merupakan langkah awal yang harus dilakukan  untuk
mengimplementasikan Prinsip Leave No One Behind tersebut. Penataan ulang
Sistem Jaminan Sosial Nasional ini, salah satunya dapat dilakukan dengan
melakukan harmonisasi terhadap pengaturan ketentuan-ketentuan asuransi sosial
pekerja rentan yang saling disharmoni antar daerah, sebagaimana yang telah

diutarakan pada bab ini.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam bab-bab sebelumnya telah dipaparkan hasil penelitian dan
pembahasan sehubungan dengan rumusan permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini. Dengan berlandaskan pada hasil penelitian dan pembahasan
tersebut, didapatkan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Benar bahwa terdapat disharmoni ketentuan mengenai asuransi
sosial bagi pekerja rentan (vulnerable employment) yang dapat
menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi
pekerja renan. Pekerja rentan itu sendiri merupakan pekerja yang
tidak mampu membayar iuran asuransi sosial karena
berpenghasilan sangat minim, dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak. Oleh karena itu, pekerja rentan
membutuhkan asistensi dari Pemerintah. Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah
mengatur asuransi sosial, namun yang diatur ialah asuransi sosial
bagi pekerja yang mampu membayar iuran. Asuransi sosial yang
diberikan kepada pekerja rentan diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang

menyatakan bahwa bantuan iuran bagi kelompok fakir miskin,

313
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termasuk kelompok pekerja rentan, akan ditanggung oleh
Pemerintah. Namun, hingga saat ini masih belum terdapat
peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehubungan dengan asuransi
sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, yaitu peraturan mengenai Penerima Bantuan
luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adanya ketiadaan aturan
tingkat pusat terkait hal ini, menyebabkan adanya pengaturan
secara berlainan (disharmoni) pada peraturan di bawahnya, yaitu
pada peraturan tingkat daerah.

Adapun disharmoni yang terjadi pada produk hukum
daerah ditemukan dalam ketentuan mengenai kategorisasi pekerja
rentan, ketentuan kualifikasi pekerja rentan, ketentuan syarat usia
minimum dan maksimum kepesertaan asuransi sosial pekerja
rentan, serta ketentuan sumber pendanaan bantuan iuran asuransi
sosial pekerja rentan. Substansi peraturan yang saling disharmoni
terdapat pada peraturan tingkat pusat dengan produk hukum daerah
(disharmoni vertikal), dan antar produk hukum daerah antar daerah
(disharmoni horizontal). Dampak potensial yang bisa diakibatkan
dari adanya disharmoni tersebut bervariasi, tergantung pada jenis
ketentuannya. Potensi dampak tersebut, antara lain: pada
disharmoni  ketentuan  kategorisasi  pekerja rentan  bisa

mengakibatkan kategorisasi pekerja rentan yang menjadi tidak
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tepat sasaran; pada disharmoni ketentuan kualifikasi pekerja
rentan, bisa menimbulkan dampak berupa perlindungan asuransi
sosial yang tidak tepat sasaran karena kualifikasi pekerja rentan
terlampau luas; pada disharmoni ketentuan syarat usia kepesertaan
asuransi sosial pekerja rentan, bisa menimbulkan dampak berupa
adanya usia maksimum/minimum yang tidak termasuk jangkauan
usia yang ditentukan agar bisa memperoleh asuransi sosial,
sehingga pekerja rentan yang tidak termasuk jangkauan usia
tersebut menjadi tidak terlindungi; pada disharmoni ketentuan
sumber pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan,
dampak yang dapat ditimbulkan yaitu bisa terganggunya penerapan
prinsip portabilitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan bisa
menimbulkan ketidakadilan atau gap antar daerah yang mengatur
secara lebih tinggi dan lebih rendah.

Ketiadaan peraturan pelaksana yang menyebabkan adanya
disharmoni pada peraturan tingkat daerah sehubungan dengan
asuransi sosial pekerja rentan, menyebabkan Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang hendak dicapai dalam amanat Alinea Keempat
Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945, yang
diejawantahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi tidak terwujud
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sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pengaturan asuransi sosial
bagi pekerja rentan dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan
Sosial Nasional, harus dilakukan dengan cara melakukan
harmonisasi hukum berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, dan juga dengan tetap berpegang
pada prinsip-prinsip jaminan sosial, termasuk prinsip LNOB.
Terhadap pengaturan asuransi sosial pekerja rentan pada
produk hukum daerah antar daerah yang saling mengalami
disharmoni, maka pertama-tama substansi ketentuan asuransi sosial
pekerja rentan perlu diatur dengan regulasi tingkat pusat terlebih
dahulu, seperti misalnya melalui Peraturan Pemerintah, kemudian
produk hukum daerah harus mengikuti pengaturan kualifikasi
pekerja rentan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
Sementara, terhadap pengaturan asuransi sosial pekerja rentan pada
produk hukum daerah yang disharmoni dengan peraturan tingkat
pusat, perlu dilakukan harmonisasi secara vertikal agar diperoleh
keseragaman pengaturan. Selain itu, penyusunan norma khususnya
terkait pengaturan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan juga harus memperhatikan kaidah struktur dasar norma,
yaitu dengan cara menentukan secara tepat konstituen operator
norma yang akan digunakan (antara kaidah perintah atau kaidah

kewenangan).
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B. Saran
Adapun dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan,
perlu diajukan beberapa saran/rekomendasi kepada beberapa pemangku
kepentingan, antara lain:

1. Kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dalam rangka
agar perumusan kebijakan/ketentuan teknis terkait Rancangan
Peraturan Pemerintah Penerima Bantuan luran Jaminan Sosial
bagian Jaminan Ketenagakerjaan menjadi komprehensif dan tepat
sasaran, disarankan untuk menambahkan kajian serta mengkaji
ulang muatan peraturan sebagai berikut:

a. Ketentuan kategorisasi pekerja rentan: istilah “Pekerja Rentan”
perlu diubah menjadi “Tenaga Kerja Rentan” untuk
menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi tenaga kerja
yang ada di luar hubungan kerja, sebab hingga saat ini
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” diartikan sebagai orang yang
bekerja menerima upah (di dalam hubungan kerja); sementara
subjek kelompok rentan yang hendak diatur ialah orang yang
bekerja di luar hubungan kerja. Oleh karena itu, perlu
dispesifikasikan bahwa tenaga kerja rentan ialah berasal dari

kategori tenaga kerja sektor informal (di luar hubungan
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kerja/pekerja mandiri) yang tidak mampu membayar iuran
asuransi sosial;

Ketentuan kualifikasi pekerja rentan: perlu diperjelas dengan
melakukan redefinisi, agar tidak tercampuraduk dengan
pengertian Fakir Miskin Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan, bahwa ‘“Tenaga Kerja Rentan” merupakan
modifikasi kualifikasi fakir miskin yang ditambah dengan
kualifikasi tenaga kerja. Dengan demikian, kualifikasi tenaga
kerja rentan antara lain: tenaga kerja di luar hubungan kerja
yang berpenghasilan sangat minim (jauh di bawah standar
Upah Minimum), risiko kerja tinggi karena jauh dari standar
perlindungan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak
mampu membayar (baik sebagian maupun seluruh) iuran
asuransi sosial yang kepesertaannya diwajibkan oleh undang-
undang;

Ketentuan syarat usia maksimum/minimum kepesertaan
asuransi sosial pekerja rentan: perlu diatur syarat usia minimum
yakni sebesar 15 (lima belas) tahun agar sinkron dengan
ketentuan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan

ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for
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Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia
Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja); dan perlu diatur
syarat usia maksimum Kkepesertaan asuransi sosial ialah
sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun sesuai Pasal 33 Ayat
(1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.

Ketentuan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD): perlu ditegaskan agar diwajibkan bagi setiap daerah,
namun terkait besarannya tetap disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah setempat sesuai amanat Pasal
298 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Ketentuan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL):
perlu ditegaskan agar diwajibkan bagi perusahaan (yang
memenuhi kualifikasi tertentu) di setiap daerah, di mana TJSL
tersebut ditujukan hanya untuk pekerja rentan di wilayah
sekitar operasional perusahaan dengan tetap memperhatikan
kemampuan keuangan perusahaan, yang disalurkan melalui

perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan BPJS
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Ketenagakerjaan; atau melalui hibah antara perusahaan kepada
Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disalurkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

2. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
selaku pembentuk undang-undang, untuk melakukan amandemen
sebagian materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, yakni terkait definisi “pekerja”.
Seharusnya diatur bahwa yang dimaksud pekerja tidak hanya orang
yang bekerja di dalam hubungan kerja (menerima upah) saja,
melainkan juga orang yang bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini
dikarenakan, dengan status quo Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan yang masih mengartikan “pekerja”
sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah, maka orang
yang bekerja di luar hubungan kerja (tidak menerima upah) secara
normatif tidak termasuk ke dalam definisi “pekerja” dalam undang-
undang a quo. Keadaan ini pula yang menyebabkan pengaturan di
dalam undang-undang ini tidak bisa sinkron dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang juga sama-sama
mengatur mengenai objek ‘ketenagakerjaan”, dengan “pekerja”

yang sama-sama menjadi subjeknya. Padahal, seharusnya Undang-
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Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan agar peraturan pelaksana di bawahnya menjadi
jelas dan terarah pula, sehingga terwujud Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang harmonis.

Kepada Kementerian yang  Menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan di Bidang Sosial qq Pemerintah Pusat, disarankan
untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Sosial bagian
materi muatan Jaminan Ketenagakerjaan, yang antara lain memuat
mengenai  ketentuan kategorisasi pekerja rentan, ketentuan
kualifikasi pekerja rentan, ketentuan syarat usia
maksimum/minimum kepesertaan asuransi sosial pekerja rentan,
dan ketentuan pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan melalui APBD dan TJSL sebagaimana yang telah
dikemukakan pada poin satu huruf a, b, c, d, e di atas, karena pada
saat ini belum terdapat pengaturan yang terpusat mengenai
ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga menjadi kebutuhan hukum
masyarakat. Selain dari kelima muatan ketentuan tersebut, perlu
juga diatur mengenai hal-hal lain seperti komposisi besaran

bantuan iuran yang akan diberikan, teknis pendataan pekerja
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rentan, teknis bagaimana pemberian bantuan iuran, teknis eskalasi
status kepesertaan dari PBl JKK dan JKM ke PBI JHT, dan
ketentuan teknis lainnya.

Muatan-muatan tersebut perlu diatur secara jelas dalam
suatu Peraturan Pemerintah, karena adanya kekosongan peraturan
teknis menyebabkan pengaturan asuransi sosial pekerja rentan di
berbagai produk hukum daerah menjadi tidak harmonis. Peraturan
yang sifatnya teknis perlu diatur dengan mengacu pada peraturan
teknis pula, bukan mengacu pada undang-undang saja yang
sifatnya umum-abstrak. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut
diatur dalam regulasi tingkat pusat, maka hal ini akan menjadi
peraturan payung bagi daerah dalam membentuk produk hukum
daerahnya, sehingga tidak ada daerah yang mengatur secara lebih
tinggi ataupun secara lebih rendah (tidak ada gap antar daerah).
Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan
harmonisasi terhadap peraturan tingkat pusat dan terhadap teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk
produk hukum daerahnya sehubungan dengan asuransi sosial
pekerja rentan. Oleh karena, jika keberadaan disharmoni diabaikan,
bisa menimbulkan dampak potensial yang dapat merugikan pekerja
rentan itu sendiri karena bisa tidak termasuk ke dalam kelompok

yang menerima bantuan iuran. Selain itu, juga bisa mengakibatkan



323

produk hukum daerah dibatalkan oleh menteri dalam negeri karena
bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi.
Harmonisasi perlu dilakukan terhadap rancangan peraturan
perundang-undangan maupun setelah peraturan terbentuk, melalui
amandemen peraturan. Materi muatan yang perlu disesuaikan
dengan regulasi tingkat pusat adalah muatan yang perlu mengikuti
ketentuan/standarisasi nasional, sementara, mengenai materi
muatan yang dapat diatur secara otonom oleh daerah perlu
disesuaikan dengan kemampuan/karakteristik/lokalitas daerah itu
sendiri berdasarkan asas otonomi daerah yang dijamin UUD 1945.
Kepada Kementerian yang  Menyelenggarakan  Urusan
Pemerintahan di Bidang Hukum disarankan untuk melaksanakan
tugas pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  proses
pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang
dibentuk di daerah, sehubungan dengan pembentukan peraturan
terkait asuransi sosial pekerja rentan, karena pembinaan dan
pengawasan yang cermat akan menghindarkan disharmoni antara
produk hukum daerah dengan peraturan tingkat pusat, maupun
antar produk hukum daerah itu sendiri. Jika tercipta pengaturan
asuransi sosial pekerja rentan yang harmonis, akan berkontribusi
terhadap penguatan kerangka hukum Sistem Jaminan Sosial

Nasional.
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6. Kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk mengatur kewajiban
alokasi APBD untuk bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan di
dalam peraturan daerah tentang APBD dari daerah yang
bersangkutan dengan tetap didasarkan pada pertimbangan
kemampuan keuangan daerah tersebut, karena kewajiban
mengikuti asuransi sosial ketenagakerjaan merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, sehingga pekerja rentan harus diberikan bantuan
iuran agar dapat terakomodasi menjadi peserta asuransi sosial.

7. Disarankan kepada perusahaan di daerah yang mewajibkan TJSL
dalam bentuk pendanaan bantuan iuran asuransi sosial pekerja
rentan, untuk melaksanakan TJSL sebagaimana yang diwajibkan,
karena merupakan bentuk ketaatan (compliance) terhadap
peraturan yang berlaku dan merupakan salah satu bentuk
implementasi dari Good Corporate Governance. Pendanaan
bantuan iuran asuransi sosial pekerja rentan melalui TISL bisa
dilakukan dengan skema kerja sama dengan pemerintah daerah
setempat, maupun dengan membuat perjanjian kerja sama secara
langsung antara perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan itu
sendiri untuk membantu pekerja rentan yang ada di sekitar wilayah

operasional perusahaan.
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